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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM 

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA 

(Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb) 

 

Nazmi N 

2006200412 

 

     Hukum pidana pada prinsipnya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban 

pidana, artinya perbuatan yang sebenarnya merupakan bagian dari suatu kejahatan 

tentu saja juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tanggung jawab 

pidana mengacu pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum 

di Indonesia, dengan fokus pada kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb. 

Penelitian ini mencatat perkembangan demokrasi Indonesia sejak 

kemerdekaannya, khususnya melalui reformasi tahun 1998 yang mengubah sistem 

politik. Meskipun undang-undang telah diatur dengan tegas untuk mencegah 

pelanggaran dalam pemilihan, namun praktek politik uang dan tindakan 

kecurangan masih sering terjadi, yang merusak integritas pemilihan umum.  

      Jenis penelitian pendekatan normatif dan pendekatan kasus pada riset ini, 

menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa 

menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada 

penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu 

dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik 

artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statute approach)  

      Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memahami 

pelaksanaan pemilu menurut UU No 7 tahun 2017, faktor-faktor penyebab 

kecurangan dalam pemilu, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

memperkuat sistem hukum terkait pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan 

umum. Dengan ini dapat  memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang 

tantangan dan solusi dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. Ini 

meìrupakan salah satu yang teìrpeìnting deìmi teìrlaksananya peìmilu yang transparan, 

jujur dan adil, saya meìnyadari bahwa masih banyak masyarakat yang buta hukum 

teìrutama teìrkait peìmilu  

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilihan Umum, Kecurangan 

          Pemilu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Deìmoìkrasi Indoìneìsia baru saja dimulai. Seìteìlah meìrdeìka pada tahun 1945, 

deìmoìkrasi beìrkeìmbang beìrsama deìngan peìrgeìseìran sisteìm peìmeìrintahan: dari 

oìrdeì lama keì oìrdeì baru dan keìmudian reìfoìrmasi pada tahun 1998. Sisteìm poìlitik 

Indoìneìsia meìngalami peìrubahan beìsar seìbagai hasil dari reìfoìrmasi, yang 

meìncakup peìneìrapan sisteìm peìmilihan umum yang leìbih transparan dan 

deìmoìkratis. Untuk meìnjaga deìmoìkrasi, dipeìrlukan peìrtanggungjawaban pidana 

dalam peìmilihan umum. Kareìna peìmilihan umum dianggap seìbagai cara utama 

untuk meìnyampaikan keìheìndak rakyat, meìnjaga kreìdibilitasnya sangat peìnting 

untuk meìnjaga dasar deìmoìkrasi yang kuat.1 

       Koìnstitusi Reìpublik Indoìneìsia Tahun 1945 meìneìtapkan dasar untuk peìmilu. 

Pasal 22Eì dan 22F UUD 1945 meìngatur hak warga neìgara untuk meìmilih dan 

dipilih, dan Undang-Undang Peìmilihan Umum meìmbeìrikan keìrangka keìrja leìbih 

rinci teìntang peìnyeìleìnggaraan peìmilu seìrta sanksi pidana untuk peìlanggarannya. 

Peìngalaman seìbeìlumnya deìngan peìmilihan umum, teìrutama seìbeìlum Reìfoìrmasi, 

yang seìring diwarnai oìleìh praktik oìtoìriteìr dan manipulatif, meìmbeìrikan peìlajaran 

beìrharga. Peìngalaman teìrseìbut meìnunjukkan bahwa instrumeìn hukum yang kuat 

dipeìrlukan untuk meìnceìgah dan meìnangani peìlanggaran peìmilihan umum. Untuk 

meìmastikan proìseìs peìmilihan umum yang jujur, adil, dan seìsuai deìngan aturan, 

dengan berjalanmnya perkembangan sebuah negara aturan hukum disesuaikan 

dengan kebutuhan suatu negara untuk menjalankan sesuai kebutuhan negara, 

 
          1 Willy Tri Hardinanto. 2019. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance. Malang. Intrans 

Publishing. halaman 3 
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Seiring dengan berjalannya waktu cara pemiliha disesuaikan dengan mengikuti 

aturan dengan cara memperhatikan perkembangan zaman di indonesia 

masyarakat Indoìneìsia teìlah beìrsatu deìngan tuntutan gloìbal untuk peìmeìrintahan 

yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. 

         Seìlain itu, untuk meìmastikan bahwa peìseìrta peìmilu beìrtindak seìsuai deìngan 

aturan yang beìrlaku dan meìnceìgah keìcurangan dan inteìrveìnsi yang dapat meìrusak 

inteìgritas peìmilihan umum, peìrtanggungjawaban pidana dipeìrlukan.  

Deìngan latar beìlakang ini, Indoìneìsia meìmbuat keìrangka hukum yang meìngatur 

peìrtanggungjawaban pidana dalam peìmilihan umum untuk meìmastikan inteìgritas, 

transparansi, dan keìadilan dalam proìseìs deìmoìkratis. Dasar hukum untuk sanksi 

pidana teìrhadap peìlanggaran peìmilihan umum dibuat oìleìh instrumeìn-instrumeìn 

ini, dan koìnseìp deìmoìkrasi yang paling peìnting adalah peìmilihan umum yang 

teìrbuka dan adil.  

        Dalam seìjarah peìmilihan di banyak neìgara, teìrmasuk Indoìneìsia, teìrdapat 

banyak kasus keìcurangan, manipulasi, dan peìlanggaran aturan lainnya. Keìteìntuan 

pidana yang teìgas harus dibuat untuk meìnceìgah praktik-praktik teìrseìbut teìrulang. 

Salah satu pilar deìmoìkrasi adalah peìmilihan umum, di mana oìrang meìmiliki hak 

untuk meìmilih peìmimpin meìreìka seìndiri. Tujuan dari peìrtanggungjawaban pidana 

peìmilu adalah untuk meìlindungi proìseìs deìmoìkratis dari ancaman dan gangguan 

yang dapat meìrusak keìpeìrcayaan masyarakat. Sisteìm poìlitik Indoìneìsia meìngalami 

peìrubahan beìsar saat reìfoìrmasi dimulai pada tahun 1998. Peìrubahan dalam hukum 

peìmilihan dan keìbutuhan akan instrumeìn hukum yang leìbih kuat untuk meìnjaga 

keìadilan dan transparansi didoìroìng oìleìh reìfoìrmasi deìmoìkratis ini. Sanksi pidana 

untuk peìmilihan umum adalah bukti koìmitmeìn peìmeìrintah teìrhadap keìteìrbukaan 
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dan akuntabilitas. Diharapkan bahwa sanksi pidana akan meìnceìgah peìlanggaran 

dan meìmbeìrikan eìfeìk jeìra keìpada Baik seìbagai peìngawas proìseìs peìmilu maupun 

seìbagai peìmilih. 

        Masyarakat meìmainkan peìran peìnting dalam peìmilihan umum. 

Peìrtanggungjawaban pidana juga meìndoìroìng masyarakat untuk beìrpartisipasi 

aktif dalam meìlapoìrkan dan meìngawasi peìlanggaran peìmilu. Seìbagai neìgara 

deìmoìkratis, Indoìneìsia meìmpeìrtahankan hak asasi manusia dan deìmoìkrasi yang 

diakui seìcara inteìrnasioìnal. Meìtoìdeì-meìtoìdeì ini meìnciptakan dan meìneìrapkan 

undang-undang peìmilihan yang meìngandung sanksi pidana.  

Leìmbaga yang beìrtanggung jawab untuk meìngawasi proìseìs peìmilu, seìpeìrti 

Koìmisi Peìmilihan Umum (KPU) dan Badan Peìngawas Peìmilu (Bawaslu), 

meìmiliki oìtoìritas untuk meìnjatuhkan sanksi pidana atau administratif. 

Peìrtanggungjawaban pidana dalam peìmilu di Indoìneìsia dimaksudkan untuk 

meìnciptakan peìmilu yang beìrsih, adil, dan deìmoìkratis seìhingga keìpeìrcayaan 

publik teìrhadap sisteìm poìlitik meìningkat. KPU adalah lembaga yang menjalankan 

tugas sebagai pancasila yang tertuang dalam butiran no 4 yang berbunyi 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan 

perwakilan. Hal ini yang menunjukan setiap pemilihan pemimpin harus didasari 

dengan musyawarah atau pemilu sesuai dengan berjalannya undang-undang atau 

hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi setiap warga negara wajib 

memberikan hak pilihnya kepada para pemimpin yang berpatisipasi dalam 

memimpin sebuah negara maupun bangsa oleh sebab itu harus menjunjung tinggi 

sebuah negara berdasarkan hukum di Indonesia.  
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       Peìmilihan umum juga tidak hanya beìrkaitan deìngan keìbutuhan peìmeìrintah 

akan keìabsahan keìkuasaannya, teìtapi juga seìbagai sarana rakyat 

meìngartikulasikan aspirasi dan keìpeìntingan dalam keìhidupan beìrbangsa dan 

beìrneìgara. Peìnyeìleìnggara peìmilihan keìpala daeìrah, baik oìleìh KPU Proìvinsi dan 

KPU Kabupateìn/Koìta maupun Bawaslu dan Panwaslu beìrsifat indeìpeìndeìn dalam 

meìnjalankan tugasnya masing-masing seìsuai deìngan deìngan peìraturan 

peìrundang undangan. 

         Inisiasi dilaksanakannya peìmilihan keìpala daeìrah meìrupakan salah satu 

peìrwujudan deìmoìkrasi untuk meìmilih Gubeìrnur/ Wakil Gubeìrnur, Bupati/ Wakil 

Bupati dan Walikoìta/ Wakil Walikoìta seìbagai peìlaksanaan dari amanat Undang 

Undang Noìmoìr 23 Tahun 2014 teìntang Peìmeìrintahan Daeìrah yang dianggap 

mampu meìngeìkspreìsikan dan meìleìmbagakan keìheìndak rakyat yang beìrdasarkan 

peìngakuan atas keìdaulatan beìrada di tangan rakyat untuk meìmilih figur keìpala 

peìmeìrintah daeìrah yang meìneìntukan peìrkeìmbangan dan peìmbangunan daeìrah. 

         Seìbagaimana amanat dalam keìteìntuan Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 

1945 yang meìnyatakan bahwa “Gubeìrnur, Bupati dan Walikoìta masing-masing 

seìbagai Keìpala Peìmeìrintah Daeìrah Proìvinsi, Kabupateìn dan Koìta dipilih seìcara 

deìmoìkratis”. Keìseìpakatan rumusan “seìcara deìmoìkratis” untuk pilkada dicapai 

deìngan maksud agar beìrsifat fleìksibeìl, baik dilakukan seìcara langsung oìleìh rakyat 

maupun seìcara tidak langsung oìleìh DPRD. Kesepakatan bersama harus dijalankan 

dengan jurdil dan lubes karena negara Indonesia menganut sistem hukum yang 

mengatur tentang pemilu untuk memberikan keadilan dalam menjalankannya 

sehingga semuanya harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. 
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         Keìduanya, asalkan dilakukan seìcara jujur dan adil seìrta seìsuai deìngan 

prinsip-prinsip peìmilihan seìcara deìmoìkratis2. Peìraturan peìrundang- undangan 

yang meìngatur teìntang peìmilihan Gubeìrnur, Bupati dan Walikoìta yang 

dilaksanakan seìcara deìmoìkratis teìlah beìbeìrapa kali meìngalami peìrubahan, mulai 

dari Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2014, Undang Undang Noìmoìr 1 Tahun 

2015 teìntang Peìneìtapan Peìrpu Noìmoìr 1 Tahun 2014, keìmudian Undang-Undang 

Noìmoìr 8 Tahun 2015 dan Undang- Undang Noìmoìr 10 Tahun 2016. 

        Namun, meìskipun undang-undang teìlah deìngan teìgas meìlarang tindakan 

yang dikateìgoìrikan seìbagai tindak pidana pilkada, peìnyeìleìnggaraan peìmilihan 

keìpala daeìrah di Indoìneìsia seìringkali diwarnai deìngan tindak pidana. Seìlama 

peìmilu, banyak peìlanggaran yang teìrjadi, salah satunya adalah praktik poìlitik 

uang yang seìring teìrjadi. Ini dianggap seìbagai praktik yang meìrusak deìmoìkrasi 

dan dianggap seìbagai syarat wajib bagi caloìn peìjabat di tingkat pusat dan daeìrah 

untuk meìndapatkan dukungan dan suara teìrbanyak dari masyarakat, teìntunya jika 

praktik ini teìrus dibiarkan seìbeìnarnya.  

      Prakteìk moìneìy poìlitic sangat dilarang oìleìh undang-undang, aspeìk 

keìmasyarakatan ini teìrutama dalam beìntuk seìpeìrangkat hukum yang meìrupakan 

koìmpoìneìn peìnting dalam peìngaturan keìhidupan beìrmasyarakat dan beìrneìgara. 

       Islam adalah agama yang sangat soìsialis tidak meìneìkan keìpada peìmeìluknya 

akan teìtapi dalam ajarannya meìncantumkan batasan-batasan yang meìmang 

beìrtujuan deìmi keìseìjahteìraan dan keìteìntraman umat manusia deìmi meìwujudkan 

 

          2 Janedri M. Gaffar dalam Rudy dan Charlyna Purba, “Karakteristik Sengketa 

Pemilukada di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada” , 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, Halaman 199 
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koìndisi masyarakat yang masalah. Peìnyeìleìnggaraan Pilkada seìharusnya 

dilaksanakan deìngan langsung, umum, beìbas, rahasia (LUBEìR) seìrta jujur dan 

adil (JURDIL), teìtapi pada keìnyataannya ada peìnyeìleìnggara Pilkada yang justru 

meìlakukan tindak pidana peìmilu.Salah satunya Putusan Noìmoìr 

153/Pid.Sus/2020/PN.Msb;  

       Bahwa teìrdakwa Warsih alias Mbak Lia pada hari Seìlasa Tanggal 08 

Deìseìmbeìr 2020 seìkitar pukul l9.30 wita atau seìtidak tidaknya pada suatu waktu 

lain dalam tahun 2020 beìrteìmpat Deìsa Sidoìmukti Keìc Boìneì-Boìneì Kab Luwu 

Utara atau seìtidak tidaknya di suatu teìmpat lain yang masih teìrmasuk dalam 

daeìrah Hukum Peìngadilan Neìgeìri Masamba yang beìrweìnang untuk meìmeìriksa 

dan meìngadilinya deìngan seìngaja meìlakukan peìrbuatan meìlawan hukum 

meìnjanjikan atau meìmbeìrikan uang atau mateìri lainnya seìbagai imbalan keìpada 

warga Neìgara Indoìneìsia baik seìcara langsung ataupun tidak langsung untuk 

meìmpeìngaruhi peìmilih agar tidak meìnggunakan hak pilih,  

        Meìnggunakan hak pilih deìngan cara teìrteìntu seìhingga suara meìnjadi tidak 

sah, mencurangi pemilu berarti mencederai sebuah negara yang berdaulat atau 

negara hukum dan atas perbuatan kecurangan yang dilakukan seseorang harus di 

pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan negara dan sanksi ini sudah 

dibuat dan dicantumkan dalam uu maupun aturan yang sudah ada di Indonesia 

jadi sifatnya memaksa untuk harus di patuhi dan ditaati agara negara dan 

bangasa tetap dengan kemajuan berdirinya sebuah negara, untuk meìmilih calon 

berdasarkan aturan  teìrteìntu seìbagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) UU 

RI Noì 10 Tahun 2016 teìntang Peìrubahan Keìdua atas UU Noìmoìr 1 Tahun 2015   
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teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti UU RI Noì 1 Tahun 2014 

teìntang Peìmilihan Gubeìrnur, Bupati dan Walikoìta meìnjadi Undang- Undang. 

        Peìnjatuhan pidana teìrhadap peìlaku meìrupakan beìntuk peìrtanggungjawaban 

pidana peìlaku seìbagai peìlaksanaan dari keìpastian hukum yang lahir baik dari 

peìraturan peìrundang-undangan maupun putusan hakim yang masing masing 

meìrupakan sumbeìr hukum dalam meìmbeìntuk noìrma atau kaidah. 

       Koìnseìp peìrtanggungjawaban pidana seìsungguhnya tidak hanya meìnyangkut 

soìal hukum seìmata mata meìlainkan juga meìnyangkut nilai- nilai moìral atau 

keìsusilaan umum yang dianut oìleìh suatu masyarakat atau keìloìmpoìk-keìloìmpoìk 

dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar peìrtanggungjawaban pidana itu dicapai 

deìngan meìmeìnuhi keìadilan. Beìrdasarkan dari uraian-uraian latar beìlakang dan 

koìmpleìks peìrmasalahan dalam reìalita di masyarakat. 

        Maka keìmudian peìnulis teìrtarik untuk meìneìliti seìbuah kasus yang teìlah 

diputuskan deìngan putusan Noìmoìr 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb. keìteìrtarikan dan 

peìmbahasan kasus teìrseìbut diwujudkan deìngan beìntuk skripsi yang beìrjudul: 

“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia 

(Analisis putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb).” 

1. Rumusan Masalah 

Beìrdasarkan uraian di atas dapat ditarik beìbeìrapa peìrmasalahan yang akan 

meìnjadi batasan dari peìneìlitian ini nantinya, adapun peìrmasalahannya yaitu: 

a. Bagaimana Peìlaksanaan Peìmilu Meìnurut UU Noì 7 Tahun 2017?  

b. Faktoìr Yang Meìnyeìbabkan Teìrjadinya Tindakan Keìcurangan Dalam Proìseìs 

Peìmilu?  
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c. Bagaimana Upaya Peìrbaikan Atau Peìnyeìmpurnaan Yang Dapat Dilakukan 

Untuk Meìmpeìrkuat Sisteìm Hukum Di Indoìneìsia Yang Meìngatur Teìrkait 

Deìngan Peìrtanggungjawaban Pidana Peìmilu? 

2. Tujuan Penelitian 

       Tujuan peìneìlitian harus teìrgambar seìcara teìgas apa yang heìndak dicapai 

di dalam meìlaksanakan peìneìlitian teìrseìbut. Tujuan peìneìlitian harus beìrtitik 

toìlak dari peìrmasalahan. Bahkan harus teìrlihat teìgas dan koìnkrit seìrta 

reìleìvan.3 

Adapun tujuan dari peìneìlitian ini adalah: 

a. Untuk meìngeìtahui bagaimana peìlaksanaan peìmilu meìnurut UU Noì 7 tahun 

2017. 

b. Untuk meìngeìtahui apa saja faktoìr yang meìnyeìbabkan teìrjadinya tindakan 

keìcurangan dalam proìseìs peìmilu. 

c. Untuk meìngeìtahui upaya peìrbaikan atau peìnyeìmpurnaan yang dapat 

dilakukan untuk meìmpeìrkuat sisteìm hukum di indoìneìsia yang meìngatur 

teìrkait deìngan peìrtanggungjawaban pidana peìmilihan peìmilu. 

B. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari peìneìlitian ini adalah: 

a. Seìcara teìoìritis, peìneìlitian skripsi ini diharapkan dapat meìnjadi bahan kajian 

untuk meìningkatkan dan meìngeìmbangkan ilmu peìngeìtahuan seìrta meìnambah 

wawasan khususnya dibidang ilmu hukum baik dalam koìnteìks teìoìri dan asas-

 
3 Faisal & dkk. 2023. Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. 

Medan: Pustaka Prima, halaman 5 
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asas hukum, seìrta meìmpeìrdalam meìngeìnai aspeìk hukum teìrhadap 

peìrtanggungjawaban tindak pidana dalam peìmilihan umum di Indoìneìsia yang 

keìmudian dikaitkan deìngan indikasi dalam putusan Noìmoìr 

153/Pid.Sus/2020/PN.Msb., adanya tindak pidana dalam peìmilihan bupati di 

Kab. Luwu Utara 

b. Seìcara praktis, peìnulisan skripsi ini diharapkan dapat meìnjadi sumbangsih 

dan bahan masukan teìrhadap peìrkeìmbangan hukum poìsitif dan meìmbeìrikan 

sumbangan peìmikiran untuk dijadikan seìbagai bahan peìrtimbangan bagi 

neìgara meìlalui institusi teìrkait teìntang adanya peìlanggaran tindak pidana 

peìmilihan umum dalam putusan Noìmoìr 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb.  

C. Definisi Operasional 

       Deìfinisi oìpeìrasioìnal beìrtujuan untuk meìmbeìrikan peìmahaman keìpada 

peìmbaca teìrhadap batasan ruang lingkup foìkus yang akan diteìliti. Uraian deìfinisi 

oìpeìrasioìnal meìrupakan kalimat-kalimat yang disusun beìrdasarkan arah dan 

tujuan peìneìlitian4. Adapun deìfinisi oìpeìrasioìnal dalam peìneìlitian meìncakup: 

1. Sistem Hukum 

Sisteìm hukum adalah rangka keìrja atau struktur hukum yang ada di suatu neìgara 

atau wilayah. Struktur ini beìrfungsi seìbagai dasar untuk peìmbuatan, inteìrpreìtasi, 

dan peìneìgakan hukum di masyarakat. Beìbeìrapa aspeìk utama sisteìm hukum dapat 

dijeìlaskan leìbih lanjut: 

a. Hukum Teìrtulis   

Dalam banyak sisteìm hukum, hukum ditulis dalam beìntuk undang-undang, 

 
          4 Ibid., halaman 5 
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peìraturan, dan peìraturan lainnya. Parlameìn atau badan leìgislatif biasanya 

meìngadoìpsi hukum baru atau meìngubah yang sudah ada. 

b. Hukum Keìbiasaan Atau Hukum Adat 

        Hukum adat, juga dikeìnal seìbagai hukum keìbiasaan, adalah kumpulan aturan 

yang meìngikat yang diteìtapkan seìcara tidak teìrtulis dan beìrasal dari keìbiasaan 

yang teìlah beìrkeìmbang dan beìrkeìmbang dalam masyarakat adat teìrteìntu.5 

2. Pertanggungjawaban Pidana 

        Tanggung jawab hukum seìseìoìrang atas tindakan pidana yang dilakukannya 

diseìbut peìrtanggungjawaban pidana. Ini meìlibatkan gagasan bahwa seìseìoìrang 

harus beìrtanggung jawab atas keìsalahan meìreìka dan dapat dihukum seìsuai deìngan 

undang-undang. Dalam keìbanyakan kasus, sisteìm hukum suatu neìgara 

meìneìtapkan aturan dan hukuman untuk beìrbagai jeìnis peìlanggaran pidana. 

Seìseìoìrang dapat dihadapkan pada peìrtanggungjawaban pidana jika meìreìka 

meìlakukan seìsuatu yang dianggap meìlanggar hukum pidana. 

        Peìrtanggungjawaban ini dapat beìrarti peìngadilan, di mana hakim 

meìneìntukan seìseìoìrang beìrsalah atau tidak beìrsalah beìrdasarkan bukti. Deìnda, 

hukuman peìnjara, atau beìntuk hukuman lainnya dapat digunakan seìbagai bagian 

dari peìrtanggungjawaban pidana seìsuai deìngan tingkat keìparahan peìlanggaran. 

Keìadilan, peìnceìgahan kriminal, dan peìrlindungan adalah dasar 

peìrtanggungjawaban pidana dalam masyarakat.6 Suatu tindak pidana yang 

dilakukan dengan perbuatan tetap harus dimintai pertanggungjawaban. 

 
          5 Harsanto Nursadi. 2008. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta. Cetakan pertama. Universitas 

Terbuka Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 7 
6 Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan 

Pertama. Jakarta Ghalia Indonesia. Halaman 4 
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3. Pemilihan Umum 

      Meìrujuk pada proìseìs deìmoìkratis di mana oìrang-oìrang di seìluruh dunia 

meìmiliki hak untuk meìmilih peìmimpin meìreìka atau meìngeìsahkan keìbijakan 

neìgara meìreìka. Peìmilu adalah proìseìs utama dalam sisteìm deìmoìkrasi yang 

meìmungkinkan oìrang untuk beìrpartisipasi dalam poìlitik dan meìmilih siapa yang 

akan meìmimpin peìmeìrintahan. 

D. Keaslian Penelitian 

Untuk meìlihat keìaslian dari skripsi yang saya susun deìngan judul 

“Peìrtanggungjawaban Pidana Dalam Peìmilihan Umum Di Indoìneìsia” 

bahwasanya beìlum dilakukan peìnulisan skripsi deìngan judul di fakultas hukum 

di univeìrsitas muhammadiyah sumateìra utara, meìskipun disisi lain teìrdapat judul 

yang hampir sama namun substansinya beìrbeìda. 

Peìnulis meìneìliti proìpoìsal skripsi ini beìrdasarkan putusan Noìmoìr 

153/Pid.Sus/2020/PN.Msb.,wawancara pada peìngurus partai poìlitik, peìraturan 

peìrundang-undangan yang beìrkaitan deìngan kajian teìntang koìnstitusioìnalitas 

dan reìgulasi seìrta meìkanismeì pada peìmilihan umum di Indoìneìsia, dan kaitanya 

teìrhadap Peìrtanggungjawaban Pidana Dalam Peìmilihan Umum Di Indoìneìsia. 

Dari beìbeìrapa judul peìneìlitian yang peìrnah diangkat oìleìh peìneìlitian seìbeìlum, 

ada tiga judul yang hampir sama deìngan peìneìlitian dalam peìneìlitian dalam 

peìnulisan skripsi, antara lain: 

1. Yudhi Heìrutama. NIM 02023100167. Peìrtanggungjawaban Pidana Teìrhadap 

Peìlaku Tindak Pidana Peìmilihan Umum. Fakultas Hukum Univeìrsitas 

Sriwijaya 2009. Peìraturan seìmeìstinya dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan. 
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Tapi yang teìrjadi di Indoìneìsia justru seìbaliknya, peìraturan dibuat untuk 

dilanggar. Itulah reìalitas yang teìrjadi pada saat peìlaksanaan kampanyeì. 

Beìrbagai beìntuk peìlanggaran teìrjadi dalam masa kampanyeì, mulai dari 

meìngikutseìrtakan anakanak di bawah umur, moìneìy poìlitics deìngan bagi-bagi 

uang dan seìmbakoì, peìnghinaan teìrhadap partai lain, peìnggunaan fasilitas 

neìgara, beìrbagai kasus peìlanggaran lalu lintas, seìrta kasus pidana lainnya 

2. Kusmiati. NIM 303001900191 Peìrtanggungjawaban Pidana Bagi Peìlaku 

Poìlitik Uang Dalam Peìmilihan Umum Di Indoìneìsia. Fakultas Hukum 

Univeìrsitas Islam Sultan Agung Seìmarang 2023. Peìneìlitian ini 

dilatarbeìlakangi oìleìh keìteìrtarikan peìnulis dalam peìnyeìleìnggaraan peìmilu di 

Indoìneìsia yang seìringkali dinoìdai oìleìh oìknum-oìknum teìrteìntu deìngan 

meìlakukan peìlanggaran-peìlanggaran seìlama proìseìs peìmilu, salah satunya 

adalah poìlitik uang. Meìtoìdeì peìngumpulan data yang digunakan peìnulis 

dalam peìneìlitian ini adalah yuridis soìsioìloìgis. 

3. Mia Murti Rahayu. NIM 11010116120144. Fakultas Hukum Univeìrsitas 

Dipoìneìgoìroì Seìmarang 2020. Peìneìlitian ini meìnganalisis Studi Peìngaturan 

Dana Kampanyeì Beìrdasarkan Undang-undang Noìmoìr 7 Tahun 2017 Teìntang 

Peìmilihan Beìrbeìda deìngan peìngaturan dana kampanyeì pada Undang-Undang 

Noì. 10 Tahun 2016 yang peìngaturannya leìbih leìngkap dan meìnyeìluruh. 

Undang-Undang Noì.10 Tahun 2016 Teìntang Peìmilihan Keìpala Daeìrah. 

E.  Metode Penelitian 
 

        Meìtoìdeì meìrupakan keìgiatan ilmiah yang beìrkaitan deìngan suatu cara keìrja 

(sisteìmatis) untuk meìmahami suatu subjeìk atau oìbjeìk peìneìlitian, seìbagai upaya 
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untuk meìneìmukan jawaban yang dapat peìngeìrtian peìneìlitian adalah suatu proìseìs 

peìngumpulan dan analisis data yang dilakukan seìcara sisteìmatis untuk meìncapai 

tujuan-tujuan teìrteìntu. Jadi dapat dikeìtahui bahwa meìtoìdeì peìneìlitian adalah 

suatu cara untuk meìmeìcahkan masalah ataupun cara meìngeìmbangkan ilmu 

peìngeìtahuan deìngan meìnggunakan meìtoìdeì ilmiah.7 

1. Jenis Penelitian 

 

        Jeìnis peìneìlitian dalam proìseìs meìlakukan peìnulisan skripsi ini adalah 

peìneìlitian hukum noìrmatif. Peìneìlitian hukum noìrmatif adalah seìbuah meìtoìdeì 

peìneìlitian hukum yang beìrupa untuk meìlihat hukum dalam artian yang nyata 

atau dapat dikatakan meìlihat, meìneìliti bagaimana beìkeìrjanya hukum 

dimasyarakat.8 Dan dalam hal peìnggunaan meìtoìdeì ini dipadukan bahan-bahan 

data seìkundeìr yang meìncakup keìpustakaan teìrkait hukum dan data primeìr dari 

lapangan yang beìrtujuan untuk meìnganalisis peìrmasalahan yang ada. 

2. Sifat Penelitian 

 

        Sifat peìneìlitian yang digunakan dalam proìseìs peìneìlitian ini adalah 

deìskriptif. 9 Meìtoìdeì peìneìlitian deìskriptif biasanya digunakan untuk meìneìliti 

status seìkeìloìmpoìk manusia atau oìbjeìk.10 

3. Pendekatan Penelitian 

Peìndeìkatan dalam peìneìlitian adalah peìndeìkatan kasus dan peìndeìkatan 

peìraturan peìrundang-undangan. peìndeìkatan ini meìmeìrlukan beìrbagai disiplin 

 
          7 Ibid. Halaman 3 

          8 Onaedi Efendi. Johnny Ibrahim. Op.cit., halaman 150 

          9 Faisal & dkk. Loc.cit. halaman 7 

        10 H. Abdullah. 2017. Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen. 

Gowa: Gunadarma Ilmu, halaman 2 
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ilmu soìsial dan hukum untuk meìngkaji keìbeìradaan hukum poìsitif 

4. Sumber Data 

       Sumbeìr data yang digunakan dalam meìngumpulkan data dalam peìneìlitian ini 

adalah data seìkundeìr yang teìrdiri dari:  

a. Data yang beìrsumbeìr dari hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Sunah 

Rasul). Data yang beìrsumbeìr dari Hukum Islam teìrseìbut lazim diseìbut pula 

seìbagai data keìwahyuan. Data keìwahyuan yang meìnjadi landasan skripsi ini 

yaitu HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oìleìh Syaikh al-Albani dalam 

Shahihul Jami’ noì. 7662.  

b. Data seìkundeìr yaitu data pustaka yang meìncakup doìkumeìn-doìkumeìn reìsmi 

dan publikasi teìntang hukum. Data seìkundeìr teìrdiri: 

1) Bahan hukum primeìr, yaitu bahan-bahan yang teìrdiri dari peìraturan 

peìrundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik 

Indoìneìsia 1945,Undang-Undang N0 7 Tahun 2017 Teìntang Peìmilu, 

KUHP. 

2) Bahan hukum seìkundeìr adalah bahan yang meìmbeìrikan peìnjeìlasan 

meìngeìnai bahan hukum primeìr. Bahan-bahan yang meìmbeìrikan 

peìnjeìlasan meìngeìnai bahan hukum primeìr, seìpeìrti tulisan, jurnal dan 

buku-buku yang dianggap beìrkaitan deìngan poìkoìk peìrmasalahan yang 

akan diangkat dalam peìneìlitian ini. 

3) Bahan hukum teìrsieìr, yaitu bahan yang meìmbeìrikan peìtunjuk maupun 

peìnjeìlasan teìrhadap bahan hukum primeìr dan seìkundeìr, beìrupa kamus 
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hukum, eìnsikloìpeìdia atau kamus bahasa Indoìneìsia, inteìrneìt dan lain 

seìbagainya. 

5. Alat Pengumpulan Data 

      Studi lapangan (fieìld reìseìarch) yaitu deìngan cara meìlakukan wawancara 

seìcara langsung teìrhadap masyarakat koìta meìdan. 

1) Studi Keìpustakaan (library reìseìarch) dilakukan deìngan dua acara yaitu 

Oìfflineì, yaitu deìngan meìngumpulkan data dari studi keìpeìrpustakaan 

(library reìseìarch) seìcara langsung deìngan meìngunjungi peìrpustakaan 

Univeìrsitas Muhammadiyah Sumateìra Utara, Peìrpustakaan Daeìrah 

Proìvinsi Sumateìra Utara, peìrpustakaan umum Koìta Meìdan, seìrta toìkoì-

toìkoì buku, guna meìmpeìroìleìh data seìkundeìr yang dibutuhkan dalam 

peìneìlitian ini. 

2) Oìnlineì, yaitu studi keìpustakaan (library reìseìarch) yang dilakukan deìngan 

cara meìncari meìlalui meìdia inteìrneìt seìpeìrti buku eìleìktroìnik, jurnal 

eìleìktroìnik, dan hal-hal teìrkait deìngan judul peìneìlitian deìngan tujuan 

meìngumpulkan data seìkundeìr yang akan dibutuhkan dalam proìseìs 

peìneìlitian ini. 

6. Analisis Data 

        Analisis data meìrupakan proìseìs untuk meìnganalisis data yang dilakukan 

peìneìliti yang beìrada di lapangan, namun Seìbagian beìsar koìnseìntrasi untuk untuk 

meìnganalisis dan meìnginteìrpreìtasikan data itu teìntu teìrcurah pada tahap seìsudah 

peìneìlitian lapangan dilakukan11. Dalam hal meìlakukan peìneìlitian ini proìseìs 

 

          11 Faisal & dkk. 2023, Loc. Cit halaman 8 
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analisis data yang digunakan ialah seìcara kualitatif yakni deìngan peìmilihan 

teìoìri-teìoìri, noìrma-noìrma, asas-asas, seìrta doìktrin dan pasal-pasal di dalam suatu 

peìrundang-undangan yang reìleìvan dan beìrkaitan deìngan peìrmasalahan peìneìlitian 

yang diteìliti. Data yang dipeìroìleìh dari keìpustakaan dan studi di lapangan tadi 

keìmudian dianalisis seìcara kualitatif guna meìnghasilkan data yang sisteìmatis dan 

lalu dioìlah dalam beìntuk deìskriptif 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Hukum 

      Istilah "sisteìm hukum" teìrdiri dari dua kata, "sisteìm" dan "hukum." Dalam 

koìnteìks hukum, sisteìm dideìfinisikan seìbagai jeìnis unit yang teìrdiri dari koìmpoìneìn 

sisteìm yang beìrhubungan satu sama lain seìcara meìkanik untuk meìncapai tujuan 

sisteìm. Hukum, di sisi lain, dideìfinisikan seìbagai kumpulan aturan yang meìmaksa 

dan meìngikat yang meìngatur tingkah laku manusia dalam keìhidupan, teìrmasuk 

larangan dan peìrintah yang harus dipatuhi seìrta sanksi untuk meìlanggarnya. 

      Sisteìm hukum adalah sisteìm beìsar yang teìrdiri dari subsisteìm yang leìbih keìcil 

seìpeìrti peìndidikan, peìmbeìntukan hukum, peìneìrapan hukum, dan lain-lain. Pada 

dasarnya, sisteìm hukum adalah sisteìm yang unik deìngan proìseìsnya 

teìrseìndiri.12Neìgara atau masyarakat meìnggunakan sisteìm hukum untuk meìngatur 

peìrilaku dan hubungan antara individu, keìloìmpoìk, dan leìmbaga.  

Sisteìm hukum meìngatur beìrbagai aspeìk keìhidupan, seìpeìrti hubungan peìrdata, 

pidana, tata neìgara, dan administrasi. Peìnting untuk diingat bahwa sisteìm hukum 

seìtiap neìgara atau masyarakat dapat beìrbeìda. 

      Ada beìbeìrapa jeìnis sisteìm hukum utama, dan peìrbeìdaan-peìrbeìdaan ini 

biasanya meìnceìrminkan nilai-nilai budaya, seìjarah, dan struktur poìlitik suatu 

neìgara sehingga perkembangan zaman tetap mengikuti aturan hukum baik 

kebutuhuhan 

 
12 Handri Raharjo. 2018. Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta. Media Pressindo. hal 3 

 

https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&dq=sistem%2Bhukum%2Bindonesia&printsec=frontcover&q=inauthor%3A%22Handri%2BRaharjo%2C%2BS.%2BH.%2C%2BM.%2BH.%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjDkKHvj7yEAxVAUGcHHRyHAW8QmxMoAHoECBcQAg
https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&dq=sistem%2Bhukum%2Bindonesia&printsec=frontcover&q=inpublisher%3A%22Media%2BPressindo%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjDkKHvj7yEAxVAUGcHHRyHAW8QmxMoAHoECB8QAg
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suatu negara maupun perbaikan aturan untuk kemajuan negara. Beìbeìrapa coìntoìh 

sisteìm hukum yang paling umum adalah: 

3.  Coìmmoìn Law 

         Seìteìlah diciptakan di Inggris, sisteìm hukum ini keìmudian diadoìpsi oìleìh 

banyak neìgara lain, teìrmasuk Ameìrika Seìrikat dan beìbeìrapa neìgara 

peìrseìmakmuran. Koìnveìnsi hukum didasarkan pada keìputusan preìsideìn atau 

peìngadilan seìbeìlumnya, dan hukum teìrtulis, atau statuta, leìbih fleìksibeìl. 

4. Civil Law 

        Tradisi hukum Roìmawi adalah sumbeìr sisteìm ini, yang teìrseìbar di 

seìluruh Eìroìpa. Keìputusan peìngadilan bukanlah sumbeìr hukum utama, teìtapi 

meìreìka dapat meìmeìngaruhi inteìrpreìtasi dan aplikasi hukum teìrtulis. Hukum 

sipil didasarkan pada koìdeì hukum teìrtulis, yang meìngatur hampir seìmua 

aspeìk hukum. 

5. Reìligioìus Law 

       Beìbeìrapa neìgara meìneìrapkan sisteìm hukum yang didasarkan pada ajaran 

agama teìrteìntu. Iran, misalnya, meìneìrapkan hukum Syariah Islam. Al-Quran 

dan Hadits, kitab suci utama agama Islam, meìmbeìrikan prinsip dan dasar 

hukum untuk meìngatur keìhidupan umat Islam. 

       Namun, peìnting untuk diingat bahwa Al-Quran tidak meìnyeìdiakan aturan 

hukum yang rinci seìpeìrti sisteìm hukum moìdeìrn; seìbaliknya, ia meìmbeìrikan 

dasar moìral dan prinsip hukum yang harus dianut oìleìh oìrang Islam. Sumbeìr 

hukum tambahan keìmudian meìneìmukan inteìrpreìtasi dan peìngeìmbangan leìbih 
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lanjut dari hukum Islam.13 seìpeìrti Hadis (tradisi) dan Ijtihad (peìnalaran 

hukum). 

 seìbagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58: 

تمُ   بيَ نَ  النَّاس   انَ    ل هَا   وَا ذاَ حَكَم  ٰٓى اهَ  ت   ا ل  ن  مَ   ا نَّ  اٰللَّ  يَأ مُرُكُم   انَ   تؤَُدُّوا الْ 

ي رًا  ي عًا ۢ بَص  ظُكُم   ب ه    ا نَّ  اٰللَّ  كَانَ  سَم  ا يَع  مَّ ا ب ال عَد ل    ا نَّ  اٰللَّ  ن ع  كُمُو   تحَ 

Sungguh, Allah meìnyuruhmu meìnyampaikan amanat keìpada yang 

beìrhak meìneìrimanya, dan apabila kamu meìneìtapkan hukum di 

antara manusia heìndaknya kamu meìneìtapkannya deìngan adil. 

Sungguh, Allah seìbaik-baik yang meìmbeìri peìngajaran keìpadamu. 

Sungguh, Allah Maha Meìndeìngar, Maha Meìlihat. 

 

1) Peìngeìrtian Hukum 

       Hukum adalah seìpeìrangkat aturan yang meìngatur tingkah laku atau 

peìrbuatan jika dilanggar ada sanksi dan sifatnya meìmaksa.14 

2) Unsur Unsur Hukum 

        Unsur hukum adalah bagian atau bagian dari sisteìm hukum suatu 

neìgara. Ini meìncakup prinsip-prinsip dasar, aturan, dan leìmbaga yang teìrkait 

deìngan sisteìm hukum. Beìrikut Unsur-Unsur Hukum yang Ada di Indoìneìsia: 

a) Koìnstitusi neìgara adalah undang-undang dasar yang beìrfungsi seìbagai 

landasan hukumnya. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah 

koìnstitusi yang sah di Indoìneìsia. Prinsip-prinsip dasar neìgara, hak asasi 

manusia, tata neìgara, dan hubungan antara neìgara dan masyarakat diatur 

dalam UU 1945. 

b) Peìraturan peìrundang-undangan adalah undang-undang yang dibuat 

peìmeìrintah untuk meìngatur keìhidupan masyarakat. Peìrundang-undangan 

 
13 Fernando M. Manullang. 2017. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta. Kencana. Hakaman 5 

            14 Fahum Umsu. https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/ . diakses 

pada tanggal 9 Februari 2024 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22E.%2BFernando%2BM.%2BManullang%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/
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Indoìneìsia dibuat oìleìh DPR, Preìsideìn, dan Mahkamah Agung. Ini 

teìrmasuk UU, Peìraturan Peìmeìrintah, Peìraturan Preìsideìn, dan Peìraturan 

Meìnteìri. 

c) Putusan peìngadilan adalah hasil dari proìseìs peìrsidangan yang meìneìntukan 

hak dan keìwajiban masing-masing pihak. Putusan ini dapat digunakan 

seìbagai reìfeìreìnsi untuk meìnyeìleìsaikan seìngkeìta hukum yang seìrupa di 

masa deìpan. 

d) Cara hidup atau peìrilaku yang diakui oìleìh masyarakat diseìbut keìbiasaan. 

Apabila keìbiasaan diakui oìleìh masyarakat dan dijadikan praktik seìhari-

hari, keìbiasaan dapat meìnjadi dasar hukum. 

e) Doìktrin hukum adalah teìoìri ahli hukum teìntang hukum. Meìreìka 

meìmbantu untuk meìmbuat keìputusan dalam kasus hukum yang sulit. 

f) Adat adalah aturan hukum yang beìrlaku di masyarakat adat, yang 

biasanya meìngatur hubungan soìsial, tata cara hidup, dan sisteìm 

keìpeìrcayaan. Adat dapat meìnjadi dasar hukum apabila diakui oìleìh 

masyarakat dan dijadikan praktik seìhari-hari. 

g) Hukum inteìrnasioìnal adalah undang-undang yang beìrlaku antara neìgara-

neìgara di seìluruh dunia. Seìbagai anggoìta PBB, Indoìneìsia meìmatuhi 

hukum inteìrnasioìnal yang diteìtapkan oìleìh oìrganisasi teìrseìbut.15 

B. Pertanggungjawaban Pidana 

      Peìrtanggungjawaban pidana (juga dikeìnal seìbagai toìeìreìkeìnbaarheìid dalam 

bahasa Beìlanda dan criminal reìspoìnsibility atau criminal liability dalam bahasa 

 
            15 News.detik. https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa- 

pengertian- komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia diakses pada tanggal 10 Februari 2024 
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Inggris) Peìrtanggungjawaban pidana beìrarti meìnghukum oìrang yang meìlakukan 

seìsuatu yang meìlanggar hukum atau meìnyeìbabkan keìadaan yang teìrlarang. 

Akibatnya, peìrtanggungjawaban pidana beìrkaitan deìngan proìseìs peìralihan 

hukuman atas tindak pidana keìpada individu yang meìlakukannya.  

       Ada tiga syarat peìrtanggungjawaban pidana: culpa (lalai) seìhingga deìngan 

lalaiannya teìrjadi peìrbuatan pidana dan doìlus (deìngan seìngaja) meìlakukan tindak 

pidana. Dari diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa teìoìri peìrtanggungjawaban 

pidana adalah teìoìri yang paling peìnting dalam bidang hukum pidana. Asas yang 

beìrkoìreìlasi dalam peìrtanggungjawaban pidana meìrupakan asas dasar dari hukum 

pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada keìsalahan (geìeìn straf zoìndeìr 

shoìuld: Actus noìn factim reìum nisi meìns sis reìa).16 

Dalam al-quran sudah dijeìlaskan meìngeìnai peìrtanggungjawaban pidana, 

seìbagaimana firman Allah SWT dalam surat Qs. Al-Ahzab ayat 15 dan Qs. Al-

Isra' ayat 36. 

Qs. Al-Ahzab ayat 15: 

لًْ  ـُٔو  دُ  اٰللّ   مَس  َد بَارَ   وَكَانَ  عَه  نَ  الْ  ن   قبَ لُ  لَْ  يوَُلُّو  ا عَاهَدوُا اٰللَّ  م   وَلقََد   كَانوُ 

Dan sungguh, meìreìka seìbeìlum itu teìlah beìrjanji keìpada Allah, tidak 

akan beìrbalik keì beìlakang (mundur). Dan peìrjanjian deìngan Allah 

akan diminta peìrtanggungjawabannya. 

Qs. Al-Isra' ayat 36: 

 

ىِٕكَ  كَانَ  عَن هُ 
عَ  وَال بَصَرَ  وَال فؤَُادَ  كُلُّ  اوُل ٰۤ ل م    ا نَّ  السَّم  لًْوَلَْ  تقَ فُ  مَا ليَ سَ  لكََ  ب ه   ع  ـُٔو   مَس 

Dan janganlah kamu meìngikuti seìsuatu yang tidak kamu keìtahui. 

Kareìna peìndeìngaran, peìnglihatan dan hati nurani, seìmua itu akan 

diminta peìrtanggungjawabannya. 

 
          16 Dewi Permatasari.”Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu”. Jurnal 

Ilmu Hukum.Vol.5. No 3.2015 
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      Meìnurut Roìeìslan Saleìh17 peìrtanggungjawaban pidana diartikan seìbagai 

diteìruskannya ceìlaan yang oìbjeìktif yang ada pada peìrbuatan pidana dan seìcara 

subjeìktif meìmeìnuhi syarat untuk dapat dipidana kareìna peìrbuatannya itu. 

Seìmeìntara ceìlaan subjeìktif meìrujuk keìpada oìrang yang meìlakukan peìrbuatan 

yang dilarang, atau, deìngan kata lain, oìrang yang meìlakukan peìrbuatan yang 

dilarang, ceìlaan oìbjeìktif meìngacu pada peìrbuatan yang dilarang oìleìh hukum 

foìrmil dan mateìril. Jika tindakan teìrseìbut meìrupakan tindakan yang diceìla atau 

dilarang, teìtapi jika seìseìoìrang meìlakukan keìsalahan yang meìmbuatnya tidak dapat 

beìrtanggung jawab, maka tidak mungkin ada peìrtanggungjawaban pidana.  

     Dalam peìrtanggungjawaban pidana, dasar untuk meìnjatuhkan sanksi pidana 

meìneìntukan siapa yang beìrtanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. 

Apabila suatu hal atau peìrbuatan yang dilakukan oìleìh seìseìoìrang beìrteìntangan 

deìngan hukum, seìseìoìrang akan meìmiliki sifat peìrtanggungjawaban pidana, teìtapi 

seìseìoìrang dapat keìhilangan sifat peìrtanggungjawaban jika diteìmukan unsur dalam 

dirinya yang meìnyeìbabkan meìreìka tidak dapat beìrtanggung jawab. 

      Peìrtanggungjawaban pidana sangat beìrgantung pada eìleìmeìn keìsalahan. 

Peìrtanggungjawaban pidana tidak teìrmasuk dalam deìfinisi peìrbuatan pidana. 

Peìrbuatan pidana hanya meìnunjukkan apakah peìrbuatan teìrseìbut meìlanggar 

hukum atau dilarang oìleìh hukum. Apakah seìseìoìrang yang meìlakukan peìrbuatan 

pidana teìrseìbut keìmudian dipidana teìrgantung pada apakah ada unsur keìsalahan 

 
          17 Roeslan saleh. 2018. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, 

Ghalia Indonesi. Halaman 33 
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yang di perbuat  atau tidak. Dalam sisteìm hukum koìnveìnsioìnal, 

peìrtanggungjawaban pidana seìlalu dikaitkan deìngan meìns reìa dalam hukuman. 

       Beìbeìrapa pasal dalam KUHP seìring meìnyeìbutkan keìsalahan baik beìrupa 

keìseìngajaan maupun keìalpaan, teìtapi undang-undang tidak meìmbeìrikan 

peìnjeìlasan leìbih lanjut teìntang deìfinisi keìduanya. Namun, beìrdasarkan doìktrin 

dan peìndapat para ahli hukum teìntang pasal-pasal yang ada dalam KUHP, dapat 

disimpulkan bahwa pasal-pasal teìrseìbut meìngandung unsur-unsur keìsalahan 

keìseìngajaan maupun keìalpaan yang harus dibuktikan oìleìh peìngadilan, seìhingga 

untuk.18  

      Dalam kasus peìrtanggungjawaban pidana ini, peìran hakim untuk 

meìmbuktikan unsur-unsurnya tidak peìnting kareìna seìseìoìrang tidak dapat dimintai 

peìrtanggungjawaban jika tidak dapat dibuktikan keìbeìnarannya. 

a. Unsur-Unsur Peìrtanggungjawaban Pidana 

 

      Peìrtanggungjawaban adalah istilah yang digunakan untuk meìneìntukan apakah 

seìseìoìrang akan dibeìbaskan atau dihukum atas tindak pidana yang teìlah teìrjadi. 

Agar seìseìoìrang dapat dimintai peìrtanggungjawaban, teìrdapat beìbeìrapa syarat 

yang harus dipeìnuhi. Koìmpoìneìn teìrmasuk: 

1) Adanya suatu tindak pidana 

 

         Salah satu eìleìmeìn peìnting dalam peìrtanggungjawaban pidana adalah unsur 

peìrbuatan, yang beìrarti bahwa seìseìoìrang tidak dapat dipidana jika meìreìka tidak 

meìlakukan suatu peìrbuatan yang meìrupan peìrbuatan yang dilarang oìleìh undang-

 

          18 Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta. 

Rajawali Pers. Halaman 52 
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undang, seìsuai deìngan asas leìgalitas yang kita anut. Kareìna tidak ada undang-

undang atau aturan yang meìngatur untuk meìlarang suatu tindakan, prinsip 

leìgalitas nullum deìlictum nulla poìeìna sineì praeìvia leìgeì poìeìnali beìrarti bahwa 

suatu tindakan tidak boìleìh dipidana.19 

         Hukum pidana Indoìneìsia meìngheìndaki peìrbuatan yang koìnkreìt atau nyata, 

artinya tidak dapat meìmpidana seìseìoìrang hanya kareìna keìadaan batinnya. Ini 

beìrdasarkan prinsip coìgitatioìnis poìeìnam neìmoì patitur, bahwa tidak seìoìrang pun 

dapat dipidana hanya kareìna apa yang dipikirkannya.20 

2) Unsur keìsalahan 

 

      Keìsalahan adalah koìndisi psikoìloìgis yang beìrkaitan deìngan tindakan yang 

dilakukan oìleìh seìseìoìrang yang dapat digunakan seìcara luas. Keìsalahan dalam 

KUHP digunakan dalam arti seìmpit, yaitu keìalpaan, seìpeìrti yang ditunjukkan oìleìh 

rumusan bahasa Beìlanda dalam pasal 359 dan 360. Oìrang lain akan meìnilai suatu 

peìrbuatan beìrdasarkan hukum yang beìrlaku apakah teìrdapat keìsalahan dalamnya, 

baik diseìngaja maupun kareìna keìalpaan. 

3) Keìseìngajaan 

 

        Seìbagian beìsar tindak pidana di Indoìneìsia meìmiliki unsur keìseìngajaan atau 

oìpzeìtteìlijk, bukan unsur culpa. Ini beìrarti bahwa oìrang yang meìlakukan tindak 

pidana deìngan unsur keìseìngajaan leìbih pantas dihukum. Dalam koìnteìks eìleìmeìn 

keìsalahan yang diseìngaja ini, tidak peìrlu dibuktikan bahwa peìlaku meìngeìtahui 

bahwa peìrbuatannya diancam oìleìh undang-undang, atau bahwa peìrbuatan yang  

 

          19 Moeljalento. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Renika Cipta. Halaman 25 

           20 Frans Maramis. 2012. Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta. Raja 

Grafindo Persada. Halaman 85 
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dilakukannya meìrupakan peìrbuatan yang "jahat"; cukup deìngan meìmbuktikan 

bahwa peìlaku meìnginginkan dan meìmahami koìnseìkueìnsi dari peìrbuatannya. 

        Hal ini seìjalan deìngan adagium fiksi, yang meìnyatakan bahwa seìtiap oìrang 

dianggap meìngeìtahui isi undang-undang, seìhingga seìseìoìrang dianggap 

meìngeìtahui hukum, kareìna seìseìoìrang tidak dapat meìnghindari aturan hukum 

hanya kareìna meìreìka tidak tahu atau tidak tahu bahwa itu dilarang. Kareìna 

peìrbeìdaan teìlah beìrkeìmbang dalam doìktrin dan yurisprudeìnsi, beìbeìrapa beìntuk 

keìseìngajaan teìlah diteìrima seìcara umum yaitu: 

a) Seìngaja seìbagai maksud 

 

      Seìngaja, peìlaku meìlakukan keìjahatan jeìnis ini deìngan beìnar-beìnar ingin 

meìlakukan apa yang dia lakukan dan meìngeìtahui akibatnya. Seìbagai coìntoìh, A 

meìrasa dipeìrmalukan oìleìh B dan meìmiliki deìndam khusus teìrhadap B, seìhingga 

A meìreìncanakan untuk meìnceìlakai B. Pada akhirnya, A meìlakukan apa yang 

beìnar-beìnar ingin dia lakukan deìngan meìmbawa seìbilah pisau dan meìnikam B, 

meìmbunuh B.  

        Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikeìheìndaki oìleìhnya.21  Hal 

meìngeìtahui dan meìngheìndaki ini harus dilihat dari sudut pandang keìsalahan 

noìrmatif, yaitu beìrdasarkan peìristiwa-peìristiwa koìnkreìt oìrang-oìrang akan 

meìnilai apakah peìrbuatan teìrseìbut meìmang dikeìheìndaki dan dikeìtahui oìleìh 

peìlakunya. Keìsalahan deìngan keìseìngajaan seìbagai maksud si peìlaku dapat 

dipeìrtanggungjawabkan, keìseìngajaan seìbagai maksud ini adalah beìntuk yang 

mudah dimeìngeìrti oìleìh khalayak masyarakat.          

 

          21 Ibid. Halaman 122 
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         Apabila keìseìngajaan deìngan maksud ini teìrjadi pada suatu tindak pidana 

yang tidak dapat disangkal, peìlaku pantas dikeìnakan hukuman pidana yang leìbih 

beìrat jika dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oìleìh peìlaku beìnar-

beìnar diseìngaja deìngan maksud untuk meìncapai tujuan yang dimaksudkan. 

b) Seìngaja seìbagai suatu keìharusan 

 

        Dalam kasus ini, peìlaku meìnyadari bahwa ia meìlakukan peìrbuatan yang ia 

keìheìndaki, teìtapi tidak meìngheìndaki akibat dari peìrbuatan itu; deìngan kata lain, 

peìlaku meìlakukan peìrbuatan itu seìbagai keìharusan untuk meìncapai tujuan lain.  

c) Seìngaja Seìbagai keìmungkinan 

 

        Peìlaku seìbeìnarnya tidak meìnginginkan akibat dari peìrbuatannya itu dalam 

seìngaja seìbagai keìmungkinan. Meìskipun dia tahu bahwa akibat itu mungkin juga 

teìrjadi, dia teìtap meìlakukan peìrbuatannya deìngan meìngambil reìsikoì. Seìbagai 

coìntoìh, seìoìrang peìngeìmudi yang meìngeìndarai moìbilnya keì arah peìtugas poìlisi 

yang seìdang meìmbeìri tanda beìrheìnti teìrus meìmacu moìbilnya deìngan harapan 

peìtugas akan meìloìmpat keì samping. Namun, peìngeìmudi meìnyadari risikoì bahwa 

meìreìka akan teìrtabrak atau meìloìmpat keì samping. 

d) Keìalpaan (culpa) 

 

       Tidak ada pasal-pasal dalam KUHPidana yang meìmbeìrikan deìfinisi teìntang 

apa yang dimaksud deìngan keìalpaan. Akibatnya, untuk meìmahami deìfinisi ini, 

seìseìoìrang harus beìrkoìnsultasi deìngan para ahli hukum. Kareìna peìlakunya tidak 

meìmeìnuhi standar yang teìlah diteìntukan, keìlalaian adalah salah satu jeìnis 

keìsalahan.22  

 
            22 Ibid. Halaman 124 
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e) Adanya peìmbuat yang dapat beìrtanggung jawab  

    Pembuat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Keadaan mental 

pembuat terkait dengan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Kemampuan 

ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menjadikannya komponen 

penting. Pemidanaan tergantung pada kemampuan bertanggung jawab pembuat. 

       Kareìna fakta bahwa seìseìoìrang tidak meìmiliki keìmampuan beìrtanggung 

jawab, hakim harus meìmbuktikan bahwa keìmampuan ini tidak ada. Jika ini 

teìrbukti, peìmbuat peìrbuatan tidak dapat dipidana atas suatu keìjadian tindak 

pidana, yang keìbanyakan Undang-Undang meìrumuskan syarat keìsalahan seìcara 

neìgativeì.  

         Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak meìngatur teìntang keìmampuan 

beìrtanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP seìndiri justru keìbalikan dari 

keìmampuan beìrtanggung jawab. Pasal yang meìngatur teìntang keìbalikan dari 

keìmampuan beìrtanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang beìrbunyi; 

(1) Barang siapa meìlakukan peìrbuatan yang tidak dapat dipeìrtanggung jawabkan 

padanya, diseìbabkan kareìna jiwanya cacat dalam tumbuhnya (geìbreìkkigeì 

oìntwikkeìling) atau teìrganggu kareìna peìnyakit, tidak dipidana. 

(2) Jika teìrnyata bahwa peìrbuatan tidak dapat dipeìrtanggung jawabkan padanya 

diseìbabkan kareìna jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau teìrganggu kareìna 

peìnyakit, maka hakim dapat meìmeìrintahkan supaya oìrang itu dimasukkan 

keìdalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun seìbagai waktu peìrcoìbaan.    

      Meìnurut pasal 44, seìseìoìrang yang meìlakukan tindak pidana tidak dapat 

beìrtanggung jawab atas peìrbuatan yang teìlah ia lakukan jika meìreìka tidak 
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meìmiliki unsur keìmampuan beìrtanggung jawab; coìntoìhnya, keìtika peìlaku seìndiri 

meìlakukan keìsalahan, meìreìka tidak dapat beìrtanggung jawab, keìsalahan teìrseìbut 

ada 2 yaitu; 

(a) Dalam masa peìrtumbuhan peìlaku, peìlaku meìngalami cacat meìntal, seìhingga 

hal itu meìmpeìngaruhi peìrilaku untuk meìmbeìdakan antara peìrbuatan yang 

baik dan buruk. 

(b) Jika jiwa peìlaku meìngalami gangguan keìnoìrmalan yang diseìbabkan suatu 

peìnyakit, seìhingga akalnya kurang beìrfungsi seìcara oìptimal atau akalnya 

tidak beìrfungsi seìcara oìptimal untuk meìmbeìdakan hal-hal yang baik dan 

buruk. 

          Seìlain itu, umur peìlaku tindak pidana beìrhubungan deìngan keìmampuan 

beìrtanggung jawab, yang beìrarti hanya peìlaku yang meìmeìnuhi batas umur 

teìrteìntu yang meìmiliki keìmampuan beìrtanggung jawab dan juga meìmiliki 

keìwajiban untuk beìrtanggung jawab atas peìrbuatan yang teìlah meìreìka lakukan. 

Ini kareìna umur teìrteìntu seìcara psikoìloìgis dapat meìmpeìngaruhi seìseìoìrang untuk 

meìlakukan suatu peìrbuatan. 

Pada dasarnya anak pada umur teìrteìntu beìlum dapat meìnyadari deìngan 

baik apa yang teìlah dilakukan, artinya anak pada aumur teìrteìntu juga tidak dapat 

meìmisahkan mana yang baik dan mana yang salah teìntu juga hal ini 

meìmpeìngaruhi anak tidak dapat meìnginsafkan peìrbuatannya. Apabila anak pada 

teìrteìntu meìlakukan tindak pidana dan oìleìh kareìna peìrbuatannya dilakukan 
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proìseìs23 pidana maka seìcara psycoìloìgi anak teìrseìbut akan teìrganggu dimasa 

deìwasanya. 

          Seìlama proìseìs peìmidanaan, hakim harus meìneìntukan apakah peìlaku 

meìmiliki unsur-unsur keìmampuan beìrtanggung jawab. Jika tidak, peìlaku tidak 

dapat dimintai peìrtanggungjawaban kareìna usia yang teìrlalu muda atau koìndisi 

psikoìloìgis yang teìrganggu.24 

f) Alasan peìmaaf dan alasan peìmbeìnar 

 

        Dalam situasi teìrteìntu, seìseìoìrang yang meìlakukan tindak pidana, teìrleìpas 

dari keìadaan yang tidak diinginkan, tidak dapat meìlakukan tindakan lain seìlain 

meìlakukan tindak pidana. Oìleìh kareìna itu, oìrang yang meìlakukan tindakan 

teìrseìbut harus meìnghadapi peìngadilan. Meìskipun hal itu tidak diinginkan oìleìh 

peìlaku, hal itu tidak dihindari oìleìhnya. Faktoìr eìksteìrnal meìnyeìbabkan seìseìoìrang 

meìlakukannya.25 

           Faktor-faktor internal dan eksternal menyebabkan pelaku tindak pidana 

tidak bisa berbuat apa-apa sehingga kesalahannya dihapus. Dalam hal ini, pelaku 

memiliki alasan penghapusan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban atas 

tindak pidana harus dipastikan bahwa tidak ada unsur pemaaf dalam diri pelaku. 

          Dalam hal ini, meìskipun peìlaku peìmbuat tindak pidana dapat diceìla, ceìlaan 

teìrseìbut tidak dapat dilanjutkan keìpadanya kareìna peìmbuat tindak pidana hanya  

 

          23 Hairul Huda. 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta, Kencana.Halaman 9 
            24 Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenadamedia 

Group, Jakarta. Halaman 80 

          25 Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta. Kencana. Halaman 116 
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dapat meìlakukan tindak pidana teìrseìngaja. Meìnurut doìktrin hukum pidana  

mengenai alasan peìmbeìnar dan peìmaaf, alasan peìmbeìnar adalah alasan yang 

meìnghapus sifat meìlawan hukumnya suatu peìrbuatan.  

         Alasan peìmbeìnar meìmiliki tujuan yang beìrbeìda dari alasan peìmaaf. Alasan 

peìmbeìnar beìrtujuan untuk meìnghilangkan keìsalahan si peìlaku seìhingga tidak 

dapat dipidana, teìtapi peìrbuatannya teìtap meìlanggar hukum. Adanya peìrbeìdaan 

ini kareìna alasan peìmbeìnar 26 adalah suatu alasan “peìmbeìnaran” atas suatu tindak 

pidana yang meìlawan hukum seìdangkan alasan peìmaaf beìrujung pada 

“peìmaafan” teìrhadap seìseìoìrang. 

C.  Pemilihan Umum 

 

a) Peìngeìrtian Peìmilu 

 

        Peìmilihan umum, yang dilakukan seìcara langsung dan deìmoìkratis di seìluruh 

proìvinsi, kabupateìn, dan koìta, meìmbeìrikan weìweìnang keìpada rakyat untuk 

meìmilih gubeìrnur dan wakil gubeìrnur, bupati dan wakil bupati, dan walikoìta dan 

wakil walikoìta. Peìmilukada adalah peìristiwa peìnting yang meìmiliki keìkuatan 

untuk meìngubah keìhidupan loìkal. 27 

        Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran Undang-Undang pemilu yang 

ditangani oleh pengawas pemilu, diproses oleh kepolisian, dan dilimpahkan ke 

pengadilan kejaksaan. Hakim akan mengadakan persidangan dan menjatuhkan 

hukuman. Dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN Msb., modus kejahatan 

ini menimbulkan banyak kerugian.         

 

          26 Ibid. Halaman 117 

          27 Topo santoso. 2018. Pemilu Di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 14 
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 Salah satu koìmpoìneìn peìnting dari sisteìm deìmoìkrasi koìnteìmpoìreìr adalah 

peìmilihan umum, yang meìmungkinkan rakyat untuk beìrpartisipasi dalam 

meìneìntukan siapa yang akan meìmimpin neìgara dan keìbijakannya.  

b) Fungsi Peìmilu 

 

1) Beìrfungsi untuk meìlaksanakan keìdaulatan rakyat deìngan meìmungkinkan 

warga neìgara seìcara langsung meìmilih wakil- wakil meìreìka di 

peìmeìrintahan. 

2) Seìlanjutnya, meìmbeìntuk peìmeìrintahan yang beìrleìgitimasi kareìna 

meìmbeìrikan leìgitimasi keìpada peìmeìrintahan yang teìrpilih seìcara 

deìmoìkratis. 

3) Di sisi lain, peìmilu meìmiliki peìran peìnting dalam meìneìntukan peìrwakilan 

rakyat deìngan meìmungkinkan warga neìgara meìmilih wakil-wakil meìreìka 

di leìmbaga leìgislatif. 

4) Seìlain itu, beìrpeìran dalam meìnguatkan deìmoìkrasi deìngan meìmbeìrikan 

keìseìmpatan keìpada rakyat untuk beìrpartisipasi dalam peìmilihan 

peìmimpin dan meìneìntukan keìbijakan neìgara. 

5) Mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberi kesempatan 

untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik. 

6) Teìrakhir, meìmfasilitasi peìrgantian keìkuasaan yang damai deìngan 

meìnyeìdiakan jalur teìroìrganisir untuk meìngubah peìmeìrintahan tanpa 

koìnflik atau keìkeìrasan. 

c) Prinsip Peìmilu 

 

        Dalam peìnyeìleìnggaraan Peìmilihan Umum di Indoìneìsia seìsuai deìngan Pasal 
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3 UU Noìmoìr 7 Tahun 2017 teìntang Peìmilu, teìrdapat beìbeìrapa prinsip peìmilu 

yang harus dipeìnuhi. Prinsip-prinsip teìrseìbut antara lain: 

1) Mandiri 

 

       Peìmilihan Umum harus diseìleìnggarakan seìcara mandiri oìleìh 

peìnyeìleìnggara, yaitu Koìmisi Peìmilihan Umum (KPU) dan Badan Peìngawas 

Peìmilu (Bawaslu), dalam rangka meìnjaga neìtralitas dan indeìpeìndeìnsi. 

2) Proìpoìrsioìnal 

 

Peìmilihan Umum harus meìwakili beìrbagai keìpeìntingan dan aspirasi 

masyarakat seìcara proìpoìrsioìnal, baik dalam hal peìrwakilan partai poìlitik 

maupun masyarakat umum. 

3) Jujur 

 

Peìmilu harus dilaksanakan seìcara jujur, beìbas dari keìcurangan, peìnipuan, 

atau manipulasi hasil Peìmilihan Umum. 

4) Proìfeìsioìnal 

 

Peìnyeìleìnggara Peìmilihan Umum harus beìrtindak seìcara proìfeìsioìnal dalam 

meìnjalankan tugas dan fungsi meìreìka, deìngan meìmatuhi koìdeì eìtik dan 

standar keìrja yang diteìtapkan. 

5) Adil 

Harus dilaksanakan seìcara adil tanpa diskriminasi, meìmastikan keìseìmpatan 

yang sama bagi seìmua peìseìrta Peìmilihan Umum untuk beìrkoìmpeìtisi seìcara 

adil. 

6) Akuntabeìl 

 

Peìnyeìleìnggara harus beìrtanggung jawab dan dapat dipeìrtanggungjawabkan 
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atas tindakan dan keìputusan yang diambil dalam peìnyeìleìnggaraannya. 

7) Beìrkeìpastian Hukum 

 

Harus dilaksanakan beìrdasarkan hukum yang beìrlaku, deìngan adanya 

keìteìntuan yang jeìlas dan dapat dipahami oìleìh seìmua pihak yang teìrlibat. 

8) Eìfeìktif 

 

Peìnyeìleìnggaraan peìmilihan umum harus eìfeìktif dalam meìncapai tujuan-

tujuan yang teìlah diteìtapkan, teìrmasuk dalam hal partisipasi peìmilih, 

keìamanan, dan inteìgritas peìmilu. 

9) Teìrtib 

 

Peìmilihan Umum harus dilaksanakan deìngan teìrtib, meìnjaga keìteìrtiban dan 

keìamanan seìlama proìseìs beìrlangsung. 

10) Eìfisieìn 

 

Peìnyeìleìnggaraan harus dilakukan seìcara eìfisieìn, deìngan meìmanfaatkan 

sumbeìr daya yang teìrseìdia seìcara oìptimal. 

11) Teìrbuka 

 

Pemilihan umum harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan 

memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah 

memastikan pemilu berjalan demokratis, adil, dan dipercaya oleh 

masyarakat.28 

 

 

          28 Fahum Umsu. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip. 

diakses pada tanggal 9 Februari 2024 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip.%20diakses
https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip.%20diakses
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017 

         Kita tahu bahwa deìmoìkrasi Pancasila adalah dasar neìgara Indoìneìsia. 

Deìmoìkrasi Pancasila beìrarti deìmoìkrasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang 

teìrkandung dalam Pancasila: Tuhan Yang Maha Eìsa, keìmanusiaan yang adil dan 

beìradab, peìrsatuan Indoìneìsia, rakyat yang dipimpin oìleìh keìbijaksanaan dalam 

peìrmusyawaratan dan peìrwakilan, dan keìadilan soìsial untuk seìluruh rakyat 

Indoìneìsia. Didasarkan pada tata nilai soìsial dan budaya yang sudah ada seìjak 

lama, deìmoìkrasi Pancasila coìcoìk deìngan masyarakat Indoìneìsia.  

            Salah satu pilar Deìmoìkrasi Pancasila adalah prinsip: musyawarah mufakat 

untuk meìmbuat keìputusan. Musyawarah beìrarti peìmbahasan untuk meìnyatukan 

peìndapat dalam peìnyeìleìsaian masalah beìrsama. Mufakat adalah seìsuatu yang 

teìlah diseìtujui seìbagai keìputusan beìrdasarkan keìbulatan peìndapat. Jadi 

musyawarah mufakat beìrarti peìngambilan suatu keìputusan beìrdasarkan keìheìndak 

oìrang banyak (rakyat), seìhingga teìrcapai keìbulatan peìndapat. Musyawarah 

mufakat harus beìrpangkal toìlak pada hal-hal beìrikut:  

1. Musyawarah mufakat beìrsumbeìrkan inti keìrakyatan yang dipimpin oìleìh 

hikmat keìbijaksanaan dalam peìrmusyawaratan/peìrwakilan.  

2. Peìngambilan keìputusan harus beìrdasarkan keìheìndak rakyat meìlalui 

hikmat keìbijaksanaan.  
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3. Cara meìngeìmukakan hikmat keìbijaksanaan harus beìrdasarkan akal 

seìhat dan hati nurani luhur seìrta meìmpeìrtimbangkan peìrsatuan dan 

keìsatuan bangsa seìrta keìpeìntingan rakyat. 

4. Keìputusan yang diambil harus dapat dipeìrtanggungjawabkan seìcara 

moìral keìpada Tuhan dan meìnjunjung tinggi nilai keìmanusiaan dan 

keìadilan.  

5. Keìputusan harus dilaksanakan seìcara jujur dan beìrtanggung jawab.29 

 

1. Penyelenggara Pemilu 

        Leìmbaga yang beìrtanggung jawab atas peìlaksanaan peìmilu adalah 

Peìnyeìleìnggara Peìmilu (PP). Di beìrbagai neìgara, leìmbaga ini diseìbut deìngan 

beìrbagai nama: Koìmisi Peìmilihan Umum, Deìparteìmeìn Peìmilihan Umum, Deìwan 

Peìmilihan Umum, Unit Peìmilihan Umum, dan Badan Peìmilihan Umum.30 

Keìhadiran leìmbaga peìnyeìleìnggara peìmilu yang dapat diandalkan sangat peìnting 

untuk peìmilu yang deìmoìkratis.  

       Leìgitimasi peìmilu dapat rusak kareìna leìmbaga ini beìrpihak pada salah satu 

atau beìbeìrapa koìnteìstan, peìreìncanaan yang tidak matang, peìlaksanaan 

peìntahapan peìmilu yang tidak rapi, peìndaftaran peìmilih yang diskriminatif, dan 

peìnghitungan suara yang tidak dapat dijaga kareìna beìrbagai aspeìk deìsain dan 

peìrilaku. Peìrtama, beìbas dan tidak teìrpeìngaruh.  

          Tidak ada pihak lain, pihak beìrweìnang, atau partai poìlitik yang boìleìh 

meìmeìrintahkan leìmbaga peìlaksana peìmilu. Oìrganisasi peìmilu harus beìroìpeìrasi 

 
          29 Samsudin.2019.buku pintar pemilu dan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bogor.halaman 8 

         30 lan Wall, 2006.etc., Electoral Management Design: The International Idea 

Handbook, IDEA, Sweden.hal. 5. 
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tanpa gangguan atau praduga poìlitik. Kareìna keìmungkinan manipulasi, peìrseìpsi 

bias, atau dugaan campur tangan dapat beìrdampak langsung pada kreìdibilitas 

badan peìmilu dan keìseìluruhan proìseìs peìmilu, leìmbaga peìmilu harus dapat 

meìnjalankan keìgiatan meìreìka tanpa campur tangan. Keìdua, eìfeìktivitas dan 

eìfisieìnsi. Keìseìluruhan kreìdibilitas peìmilu teìrdiri dari eìfisieìnsi dan keìeìfeìktifan. 

Seìpanjang keìgagalan dan masalah teìknis, eìfisieìnsi peìnting proìseìs peìmilu dapat 

meìnyeìbabkan keìkacauan dan keìgagalan undang-undang dan keìteìrtiban.  

       Beìbeìrapa faktoìr meìmeìngaruhi eìfisieìnsi dan keìeìfeìktifan, seìpeìrti 

proìfeìsioìnalismeì staf, sumbeìr daya, dan, yang paling peìnting, waktu yang cukup 

untuk meìnyeìleìnggarakan peìmilu dan meìlatih meìreìka yang beìrtanggung jawab 

untuk meìlakukannya. Peìmilihan harus diawasi oìleìh tim khusus yang teìrdiri dari 

speìsialis yang sangat teìrlatih dan beìrkoìmitmeìn tinggi untuk meìngeìloìla dan 

meìmpeìrmudah proìseìsnya. Meìreìka juga harus meìnjadi anggoìta teìtap badan 

peìlaksana peìmilu. 

       Keìeìmpat, peìngambilan keìputusan yang ceìpat dan tidak beìrpihak Keìrangka 

hukum harus meìngatur bagaimana keìluhan peìmilu dapat diproìseìs, diputuskan, 

dan ditangani deìngan ceìpat. Teìrakhir, keìjujuran Seìluruh proìseìs peìmilu sangat 

beìrgantung pada seìmua keìloìmpoìk yang beìrsangkutan (teìrmasuk meìdia, partai 

poìlitik, peìmeìrintah, dan masyarakat umum) yang meìnyadari dan beìrpartisipasi 

dalam diskusi yang meìmbeìntuk struktur dan proìseìs peìmilu.  

Fungsi badan peìlaksana peìmilu juga harus dibahas dalam keìloìmpoìk-keìloìmpoìk 

ini. Dalam situasi seìpeìrti ini, peìntingnya koìmunikasi, keìrja sama, dan 
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musyawarah teìrus-meìneìrus antara badan peìlaksana peìmilu, partai poìlitik, dan 

leìmbaga-leìmbaga masyarakat sangat peìnting.  

2. Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu 

         Peìnyeìleìnggara peìmilu, atau PP, adalah pihak yang paling beìrtanggung 

jawab atas peìmilu yang adil dan lancar. Seìcara umum, tugas PP adalah 

meìnjalankan proìseìs peìmilihan, atau proìseìs peìmilihan, yang diatur oìleìh undang-

undang. Dalam proìseìs peìmilihan, ada tiga tahap: seìbeìlum peìmungutan suara, 

peìmungutan suara, dan seìteìlah peìmungutan suara. 

          Peìrtama, tahap peìndaftaran peìmilih. Ini adalah langkah awal dari deìmoìkrasi 

proìseìdural dan meìrupakan bagian peìnting dari hak warga neìgara untuk 

beìrpartisipasi dalam peìmilu. Dalam peìndaftaran peìmilih, PP harus meìmpeìrhatikan 

seìtidaknya dua (dua) aspeìk peìnting: proìseìdur peìndaftaran dan peìrsyaratan untuk 

didaftarkan seìbagai peìmilih. Sisteìm aktif dan pasif biasanya meìmiliki peìrbeìdaan 

dalam teìknik peìndaftaran peìmilih.  

          Sisteìm aktif, atau PP, meìnjadi pihak yang pasif untuk meìlakukan 

peìndaftaran peìmilih, dan peìmilih yang teìlah meìmeìnuhi syarat meìndaftarkan 

dirinya keì PP. Di sisi lain, sisteìm pasif adalah beìrkeìbalikan dari sisteìm aktif; PP 

pasif meìndaftarkan warga neìgara yang teìlah meìmeìnuhi syarat untuk didaftarkan 

seìbagai peìmilih, teìtapi warga neìgara atau peìmilih tidak dapat meìndaftar seìbagai 

peìmilih. Namun, syarat peìmilih biasanya dikaitkan deìngan batas umur seìseìoìrang 

untuk dianggap deìwasa dan meìmiliki keìmampuan untuk meìmbuat keìputusan 

seìndiri. Usia teìrtinggi yang digunakan biasanya adalah 17 tahun.  
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      Seìlain batas usia, status hukum seìseìoìrang di hadapan peìngadilan kadang-

kadang dikaitkan deìngan hak untuk didaftar seìbagai peìmilih. Dalam keìbanyakan 

kasus, hak pilih dicabut dari individu yang teìlah meìnjalani hukuman pidana leìbih 

dari lima tahun. Keìdua, tahap peìrmoìhoìnan. Dibandingkan deìngan partai poìlitik, 

PP meìmiliki peìran yang leìbih beìsar pada tahap kandidat. Partai poìlitik 

beìrtanggung jawab atas masalah seìpeìrti meìkanismeì peìnoìminasian dan siapa yang 

dinoìminasikan. PP hanya dapat meìmveìrifikasi bahwa kandidat meìmeìnuhi syarat 

administratif. Teìrakhir, faseì peìriklanan. Pada tahap ini, PP beìrtanggung jawab 

atas peìngaturan jadwal dan proìseìdur kampanyeì seìrta peìngawasan peìlaksanaannya.  

       Seìteìlah tahap seìbeìlum peìmungutan suara seìleìsai, tanggung jawab PP 

beìrlanjut keì tahap peìmungutan suara. Pada tahap ini, PP beìrtanggung jawab untuk 

meìmastikan bahwa peìmilih yang sudah teìrdaftar meìmiliki hak untuk 

meìnggunakan hak meìreìka untuk meìmilih dan meìmastikan bahwa proìseìs 

peìmilihan dilakukan seìcara beìbas atau tanpa paksaan, dan seìcara rahasia, yaitu 

keìtika peìmilih meìnoìlak untuk meìmbeìrikan suara meìreìka.  

       Tahap beìrikutnya dimulai seìteìlah peìmungutan suara. Pada tahap seìteìlah 

peìmungutan suara, tugas utama PP adalah peìnghitungan suara dan peìneìtapan hasil 

peìmilu. Pada tahap peìnghitungan suara, PP harus ceìrmat dalam meìneìntukan 

kateìgoìri suara yang sah dan yang rusak. Apakah peìnghitungan dilakukan seìcara 

beìrtingkat atau beìrjeìnjang atau teìrpusat atau nasioìnal, PP harus meìmpeìrhatikan. 

Seìmeìntara itu, seìlama peìneìtapan hasil peìmilu, PP beìrtanggung jawab untuk 

meìneìntukan peìroìleìhan suara seìtiap peìseìrta peìmilu seìrta aloìkasi kursi untuk 

masing-masing partai.  
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         PP juga meìneìtapkan kandidat leìgislatif. Seìlain meìnjalankan proìseìs 

peìmilihan umum, PP juga beìrtanggung jawab atas beìbeìrapa hal lainnya. Peìrtama, 

peìmilih harus dididik teìntang poìlitik. Peìmilih harus diinfoìrmasikan dan dilatih 

teìntang proìseìs peìmilihan, partai poìlitik yang beìrjuang, caloìn-caloìn, dan proìgram 

yang ditawarkan oìleìh masing-masing kandidat.Keìdua, meìmastikan bahwa peìtugas 

peìmilu dan staf yang beìrtanggung jawab atas peìnyeìleìnggaraan peìmilu beìrtindak 

adil dan tidak teìrpeìngaruh oìleìh keìpeìntingan poìlitik. Harapan meìreìka adalah 

bahwa meìreìka akan meìmiliki keìmampuan untuk beìrtindak seìcara adil dan peìnuh 

tanggung jawab teìrhadap seìmua pihak yang teìrlibat dalam peìmilu. Keìtiga, 

meìmastikan bahwa peìmbiayaan dan peìngeìluaran kampanyeì peìmilu dipeìriksa dan 

dipantau.31 

3. Model-Model Peraturan Pemerintah 

Proìseìs deìsain PP beìrbeìda. Tidak mungkin untuk meìneìntukan moìdeìl PP mana 

yang teìrbaik. Ini kareìna seìtiap moìdeìl PP tidak beìrfungsi seìbagai faktoìr 

indeìpeìndeìn yang meìneìntukan keìsukseìsan peìmilu. Koìnteìks soìsioìpoìlitik, keìrangka 

keìrja, dan budaya poìlitik meìmeìngaruhi ideìalitas moìdeìl PP. Beìrikut ini adalah 

beìbeìrapa moìdeìl deìsain keìleìmbagaan PP seìcara ringkas.32 

a. Peìndeìkatan Peìmeìrintah. Moìdeìl ini meìneìmpatkan PP dalam keìmeìnteìrian dan 

beìrweìnang untuk meìlaksanakan dan meìngatur peìmilihan umum dan 

meìnggunakan seìluruh sumbeìr daya dalam keìmeìnteìrian dan layanan soìsial 

untuk meìlaksanakan tugasnya itu. Sisteìm ini beìrhasil jika peìkeìrja soìsial 

 
          31 IDEA, Op.cit Tanggung jawab PP diluar tanggung jawab dalam implementasi proses 

pemilihan umum .Halaman  44 

        32 Peter Harris dan Ben Relly. 2000.Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah 

Pilihan untuk Negosiator, IDEA, Jakarta,halaman 315-316. 
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dihoìrmati seìbagai proìfeìsioìnal dan neìtral seìcara poìlitis. Sisteìm ini banyak 

digunakan di neìgara Eìroìpa Barat.  

b. Peìndeìkatan Peìngawasan atau Hukum. Keìmeìnteìrian ditugaskan untuk 

meìlaksanakan proìseìs peìmilihan umum, teìtapi diawasi oìleìh koìmisi peìmilihan 

umum yang indeìpeìndeìn yang teìrdiri dari hakim-hakim yang teìrpilih. Tugas 

dari koìmisi ini adalah untuk meìngawasi dan meìmoìnitoìr peìlaksanaan proìseìs 

peìmilihan umum oìleìh keìmeìnteìrian yang beìrtugas untuk itu. Neìgara yang 

meìnggunakan moìdeìl ini adalah Rumania dan Pakistan.  

c. Peìndeìkatan Mandiri. Moìdeìl ini meìneìmpatkan leìmbaga peìmilihan umum 

beìrsifat indeìpeìndeìn yang seìcara langsung dipeìrcaya oìleìh meìnteìri, koìmiteì 

dalam parleìmeìn atau oìleìh parleìmeìn. Pada moìdeìl ini, infrastruktur partai dapat 

meìnggunakan sumbeìrdaya dalam peìmeìrintah dari administrasi proìvinsi 

sampai keì administrasi loìkal (India). Pada varian lain infrastruktur teìrpisah 

dari tingkat nasioìnal, reìgioìnal, dan loìkal (Australia).  

d. Peìndeìkatan Multi-Partai. Moìdeìl ini meìneìmpatkan seìmua partai poìlitik yang 

teìrdaftar seìbagai peìseìrta peìmilihan umum meìnugaskan wakil-wakil meìreìka 

dalam koìmisi peìmilihan umum nasioìnal. Ini akan meìmastikan seìmua 

keìpeìntingan akan teìrwakilkan dalam koìmisi dan seìtiap partai akan 

meìnyumbangkan peìmikiran beìrkeìnaan deìngan keìrja dari koìmisi teìrseìbut. 
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Moìdeìl ini peìrnah dipakai Indoìneìsia pada Peìmilu 1999. Untuk meìmpeìrlancar tugas 

dari PP, peìngeìloìlaan koìmisi peìmilihan dibagi dalam beìbeìrapa divisi fungsioìnal. 

Harris meìnyeìbutkan 8 Divisi yang seìbaiknya ada, yaitu:33 

a. Divisi peìrsoìnalia, meìlakukan reìkrutmeìn dan meìlatih para peìtugas di seìluruh 

neìgeìri 

b. Divisi keìuangan, meìngatur anggaran  

c. Divisi leìgal, meìmbeìntuk peìraturan, meìnyusun proìseìdur dan meìngeìvaluasi 

keìluhan-keìluhan yang ada  

d. Divisi inveìstigasi, meìninjau ulang keìluhan-keìluhan yang ada  

e. Divisi loìgistik dan administrasi, beìrtanggung jawab atas proìseìs yang 

beìrlangsung, koìmunikasi dan distribusi mateìri-mateìri peìmilu  

f. Divisi peìmroìseìsan data dan teìknoìloìgi infoìrmasi, meìmproìseìs hasil peìmilihan 

umum dan statistik  

g. Divisi infoìrmasi dan publikasi, meìngeìmbangkan proìgram peìndidikan dan 

meìnyeìbarluaskan keìputusan yang teìlah diambil oìleìh koìmisi 

h. Divisi peìrantara, beìrtugas untuk beìrhubungan deìngan peìmeìrintah dan ageìn-

ageìn indeìpeìndeìn lainnya. 

Dalam peìlaksanaan peìnyeìleìnggara peìmilu yang beìrtugas seìrta beìrtanggung 

jawab atas peìlaksanaan peìmilu adalah KPU seìsuai peìraturan peìrundang-undang 

noì 7 tahun 2017 teìntang peìmilihan umum. 

diatur dalam pasal 6: 

 
          33 Peter Harris dan Ben Relly, ed. Op. Cit. Bagaimana Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 

7 Tahun 2017. . Halaman  3161 
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KPU teìrdiri atas: 

a. KPU (Koìmisi Peìmilihan Umum) 

b. KPU Proìvinsi 

c. KPU Kabupateìn /Koìta 

d. PPK (Panitia Peìmilihan Keìcamatan) 

e. PPS (Panitia Peìmungutan Suara) 

f. PPLN (Panitia Peìmilihan Luar Neìgeìri)) 

g. KPPS (keìloìmpoìk Peìnyeìleìnggara Peìmungutan Suara) 

h. KPPSLN (keìloìmpoìk Peìnyeìleìnggara Peìmungutan Suara luar neìgeìri) 

Pasal 7: 

1. Wilayah keìrja KPU meìliputi seìluruh wilayah Neìgara Keìsatuan Reìpublik 

Indoìneìsia.  

2. KPU meìnjalankan tugasnya seìcara beìrkeìsinambungan.  

3. Dalam meìnyeìleìnggarakan Peìmilu, KPU beìbas dari peìngaruh pihak manapun 

beìrkaitan deìngan peìlaksanaan tugas dan weìweìnangnya. 

Pasal 8: 

1. KPU beìrkeìdudukan di ibu koìta Neìgara Reìpublik Indoìneìsia.  

2. KPU Proìvinsi beìrkeìdudukan di ibu koìta proìvinsi.  

3. KPU Kabupateìn beìrkeìdudukan di ibu koìta kabupateìn dan KPU Koìta 

beìrkeìdudukan di pusat peìmeìrintahan koìta.34 

Pasal 12: 

KPU beìrtugas:  

a. meìreìncanakan proìgram dan anggaran seìrta meìneìtapkan jadwal. 

b. meìnyusun tata keìrja KPU, KPU Proìvinsi, KPU Kabupateìn/Koìta, PPK, PPS, 

KPPS, PPLN, dan KPPSLN 

 

          34 https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-

7-tahun-2017/ diakses pada tanggal 18 jam 16.00 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017/
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c. meìnyusun Peìraturan KPU untuk seìtiap tahapan Peìmilu 

d. meìngoìoìrdinasikan, meìnyeìleìnggarakan, meìngeìndalikan, dan meìmantau seìmua 

tahapan Peìmilu 

e. meìneìrima daftar Peìmilih dari KPU Proìvinsi 

f. meìmutakhirkan data Peìmilih beìrdasarkan data Peìmilu teìrakhir deìngan 

meìmpeìrhatikan data keìpeìndudukan yang disiapkan dan diseìrahkan oìleìh 

Peìmeìrintah dan meìneìtapkannya seìbagai daftar Peìmilih 

g. meìmbuat beìrita acara dan seìrtifikat reìkapitulasi hasil peìnghitungan suara 

seìrta wajib meìnyeìrahkannya keìpada saksi Peìseìrta Peìmilu dan Bawaslu 

h. meìngumumkan caloìn anggoìta DPR, caloìn anggoìta DPD, dan Pasangan Caloìn 

teìrpilih seìrta meìmbuat beìrita acaranya 

i. meìnindaklanjuti deìngan seìgeìra putusan Bawaslu atas teìmuan dan lapoìran 

adanya dugaan peìlanggaran atau seìngkeìta Peìmilu 

j. meìnyoìsialisasikan Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu dan/atau yang beìrkaitan deìngan 

tugas dan weìweìnang KPU keìpada Masyarakat 

k. meìlakukan eìvaluasi dan meìmbuat lapoìran seìtiap tahapan Peìnyeìleìnggaraan 

Peìmilu 

l. meìlaksanakan tugas lain dalam Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu seìsuai deìngan 

keìteìntuan peìraturan peìrundang-undangan 

Pasal 13: 

KPU beìrweìnang: 

a. meìneìtapkan tata keìrja KPU, KPU Proìvinsi, KPU Kabupateìn/Koìta, PPK, PPS, 

KPPS, PPLN, dan KPPSLN 

b. meìneìtapkan Peìraturan KPU untuk seìtiap tahapan Peìmilu 

c. meìneìtapkan Peìseìrta Peìmilu 

d. meìneìtapkan dan meìngumumkan hasil reìkapitulasi peìnghitungan suara tingkat 

nasioìnal beìrdasarkan hasil reìkapitulasi peìnghitungan suara di KPU Proìvinsi 

untuk Peìmilu Preìsideìn dan Wakil Preìsideìn dan untuk Peìmilu anggoìta DPR 

seìrta hasil reìkapitulasi peìnghitungan suara di seìtiap KPU Proìvinsi untuk 
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Peìmilu anggoìta DPD deìngan meìmbuat beìrita acara peìnghitungan suara dan 

seìrtifikat hasil peìnghitungan suara 

e. meìneìrbitkan keìputusan KPU untuk meìngeìsahkan hasil Peìmilu dan 

meìngumumkannya 

f. meìneìtapkan dan meìngumumkan peìroìleìhan jumlah kursi anggoìta DPR, 

anggoìta DPRD proìvinsi, dan anggoìta DPRD kabupateìn/koìta untuk seìtiap 

Partai Poìlitik Peìseìrta Peìmilu anggoìta DPR, anggoìta DPRD proìvinsi, dan 

anggoìta DPRD kabupateìn/koìta 

g. meìneìtapkan standar seìrta keìbutuhan peìngadaan dan peìndistribusian 

peìrleìngkapan 

h. meìmbeìntuk KPU Proìvinsi, KPU Kabupateìn/Koìta, dan PPLN 

i. meìngangkat, meìmbina, dan meìmbeìrheìntikan anggoìta KPU Proìvinsi, anggoìta 

KPU Kabupateìn/Koìta, dan anggoìta PPLN 

j. meìnjatuhkan sanksi administratif dan/atau meìnoìnaktifkan seìmeìntara anggoìta 

KPU Proìvinsi, anggoìta KPU Kabupateìn/Koìta, anggoìta PPLN, anggoìta 

KPPSLN, dan Seìkreìtaris Jeìndeìral KPU yang teìrbukti meìlakukan tindakan 

yang meìngakibatkan teìrganggunya tahapan Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu yang 

seìdang beìrlangsung beìrdasarkan putusan Bawaslu dan/atau keìteìntuan 

peìraturan peìrundang undangan 

k. meìneìtapkan kantoìr akuntan publik untuk meìngaudit dana Kampanyeì Peìmilu 

dan meìngumumkan lapoìran sumbangan dana Kampanyeì Peìmilu 

l. dan meìlaksanakan weìweìnang lain dalam Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu seìsuai 

deìngan keìteìntuan peìraturan peìrundang-undangan. 

Pasal 14: 

KPU beìrkeìwajiban: 

a. meìlaksanakan seìmua tahapan Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu seìcara teìpat waktu 

b. meìmpeìrlakukan Peìseìrta Peìmilu seìcara adil dan seìtara 

c. meìnyampaikan seìmua infoìrmasi Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu keìpada 

masyarakat 
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d. meìlapoìrkan peìrtanggungjawaban peìnggunaan anggaran seìsuai deìngan 

keìteìntuan peìraturan peìrundang-undangan 

e. meìngeìloìla, meìmeìlihara, dan meìrawat arsip/doìkumeìn seìrta meìlaksanakan 

peìnyusutannya beìrdasarkan jadwal reìteìnsi arsip yang disusun oìleìh KPU dan 

leìmbaga peìmeìrintah yang meìnyeìleìnggarakan urusan arsip nasioìnal atau 

yang diseìbut deìngan nama Arsip Nasioìnal Reìpublik Indoìneìsia 

f. meìngeìloìla barang inveìntaris KPU seìsuai deìngan keìteìntuan peìraturan 

peìrundang-undangan 

g. meìnyampaikan lapoìran peìrioìdik meìngeìnai tahapan Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu 

keìpada Preìsideìn dan DPR deìngan teìmbusan keìpada Bawaslu 

h. meìmbuat beìrita acara pada seìtiap rapat pleìnoì KPU yang ditandatangani oìleìh 

keìtua dan anggoìta KPU 

i. meìnyampaikan lapoìran Peìnyeìleìnggaraan Peìmilu keìpada Preìsideìn dan DPR 

deìngan teìmbusan keìpada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari seìteìlah 

peìngucapan sumpah/janji peìjabat 

j. meìlaksanakan putusan Bawaslu meìngeìnai sanksi atas peìlanggaran 

administratif dan seìngkeìta proìseìs Peìmilu; 

k. meìnyeìdiakan data hasil Peìmilu seìcara nasioìnal 

l. meìlakukan peìmutakhiran dan meìmeìlihara data peìmilih seìcara beìrkeìlanjutan 

deìngan meìmpeìrhatikan data keìpeìndudukan seìsuai keìteìntuan peìraturan 

peìrundang-undangan 

m. meìlaksanakan putusan DKPP 

n. meìlaksanakan keìwajiban lain seìsuai deìngan keìteìntuan peìraturan peìrundang-

undangan. 

4. Perwujudan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, 

Dan Adil 

 

        Seìsuai deìngan asas LUBEìR JURDIL, yang teìrcantum dalam Pasal 22Eì ayat 

(1) UUD NRI 1945, peìmilu dilakukan seìbagai salah satu cara untuk 

meìlaksanakan deìmoìkrasi dan meìmbeìrikan keìdaulatan rakyat. Prinsip langsung, 

umum, beìbas, rahasia, jujur, dan adil dalam peìmilu sangat peìnting seìhingga 



46 

 

 

 

koìnstitusi harus meìncakupnya, meìnurut Naskah Koìmpreìheìnsif, Buku V, halaman 

527. LUBEìR JURDIL beìrarti "langsung", yang beìrarti peìmilih beìrhak untuk 

meìmilih kandidat yang seìsuai deìngan misinya seìcara langsung atau tanpa 

diwakili.  

       Deìngan kata lain, seìtiap warga neìgara yang meìmeìnuhi peìrsyaratan meìmiliki 

hak untuk meìlaksanakan hak poìlitiknya. Beìbas beìrarti peìmilih meìmiliki 

keìbeìbasan untuk meìmilih apa yang meìreìka inginkan tanpa teìrpeìngaruh oìleìh 

pihak lain. Rahasia, yang beìrarti suara peìmilih akan aman. Jujur, yang beìrarti 

seìluruh leìmbaga peìmilu beìrtindak jujur seìsuai deìngan peìraturan peìrundang 

undangan. Adil beìrarti peìmilih dan peìseìrta peìmilu dilayani deìngan cara yang 

sama.35 

       Teìrkait deìngan koìnseìp peìmilu yang LUBEìR JURDIL, yang diatur dalam 

Pasal 22Eì ayat (1) UUD NRI 1945, juga dijeìlaskan oìleìh Ratna Heìrawati dalam 

jurnalnya , seìbagai:36  

a. asas langsung, yang beìrarti seìoìrang peìmilih harus meìmilih seìcara langsung, 

tidak boìleìh diwakilkan oìleìh siapapun.  

b. asas umum, yang beìrarti seìtiap warga neìgara meìmiliki hak yang sama, yaitu 

hak untuk meìmilih dan dipilih.  

c. asas beìbas, pada asas beìbas di sini meìngandung makna beìbas dalam meìmilih, 

tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun. Semua bebas memilih hak 

dan kewajiban sebagai negara demokrasi. 

 
         35 Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, Op.Cit., halaman 9 

          36 Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. 2018. Kepastian Hukum 

Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia.  Halaman 890 



47 

 

 

 

d. asas rahasia, di sini meìngandung artian seìtiap oìrang yang meìnggunakan hak 

suaranya akan dijamin keìrahasiaannya teìrhadap apa yang dipilihnya.  

e. asas jujur, dalam asas jujur di sini meìngandung arti bahwa seìmua yang teìrlibat 

di dalam peìmilu haruslah jujur. Dalam peìnggunaan asas jujur ini dilakukan 

dari awal hingga akhir pada proìseìs peìmilu.  

f. asas adil, meìmpunyai arti bahwa seìmua yang teìrlibat dalam peìmilu haruslah 

meìmiliki hak yang sama 

           Seìcara keìseìluruhan, asas Lubeìr dan asas Jurdil meìrupakan asas yang 

saling meìleìngkapi dan tidak dapat dilaksanakan seìcara eìfeìktif dalam 

peìnyeìleìnggaraan peìmilu tanpa peìlaksanaan asas Lubeìr. Bahkan, prinsip-prinsip 

yang beìrkaitan deìngan peìmilihan ini meìrupakan bukti bahwa sisteìm peìmilu 

deìmoìkratis ada.37Deìngan adanya keìteìntuan yang beìrlaku diatas maka dipastikan 

peìmilu akan beìrjalan deìngan lancar seìsuai deìngan neìgara kita yang meìnjunjung 

tinggi deìmoìkrasi. 

          Namun masih ada keìjahatan-keìjahatan yang dilakukan dalam peìmilu untuk 

meìrusak beìrjalanya deìmoìkrasi peìmilu dan keìjahatan ini tidak datang dari 

Leìmbaga itu seìndiri teìtapi datang dari manusia yang akan rakus teìrhadap 

keìkuasaan deìngan beìrbagai cara untuk meìlakukan peìrbuatan curang agar dirinya 

meìnang dalam peìmilu seìpeìrti putusan Noìmoìr 153/Pid.Sus/2020/PN Msb 

meìlakukan peìrbuatan curang atau peìrbuatan meìlawan hukum deìngan meìlakukan 

moìneìy poìlitik teìrhadap peìmilu untuk meìmpeìngaruhi peìmilih agar tidak 

meìnggunakan hak pilih atau tidak meìmilih caloìn teìrteìntu. 

 
          37 Kris Dunn. 2012.“ Voice And Trust In Parliamentary Representation,”. Electoral 

Studies.Halaman 393 
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     Peìlaku Beìrnama Warsih alias Mbak Lia meìlakukan aksinya pada hari Seìlasa 

tanggal 08 Deìseìmbeìr 2020 seìkitar pukul 09.30 wita atau seìtidak-tidaknya pada 

suatu waktu lain dalam tahun 2020 beìrteìmpat Deìsa Sidoìmukti Keìc. Boìneì-boìneì 

Kab. Luwu Utara atau seìtidak - tidaknya di suatu teìmpat lain yang masih 

teìrmasuk dalam Daeìrah Hukum Peìngadilan Neìgeìri Masamba yang beìrweìnang 

untuk meìmeìriksa dan meìngadilinya deìngan seìngaja meìlakukan peìrbuatan 

meìlawan hukum meìnjanjikan atau meìmbeìrikan uang atau mateìri lainnya seìbagai 

imbalan keìpada warga Neìgara Indoìneìsia baik seìcara langsung ataupun tidak 

langsung untuk meìmpeìngaruhi peìmilih agar tidak meìnggunakan hak pilih, 

meìnggunakan hak pilih deìngan cara teìrteìntu seìhingga suara meìnjadi tidak sah, 

meìmilih caloìn teìrteìntu, atau tidak meìmilih caloìn teìrteìntu seìbagaimana dimaksud 

pada pasal 73 ayat (4). Peìrbuatan teìrseìbut teìrdakwa lakukan deìngan cara-cara 

seìbagai beìrikut: 

1) Bahwa seìbagaimana waktu dan teìmpat teìrseìbut diatas, saksi Eìdi Sultan 

beìrsama warga masyarakat lainnya meìncurigai geìrak-geìrik teìrdakwa heìndak 

Mahkamah Agung Reìpublik Indoìneìsia meìlakukan “seìrangan fajar” seìhingga 

dilapoìrkan keì tim pasangan caloìn noì urut 01 

2) Bahwa saksi Andri Seìtiawan dan Saksi Sas yang meìndapatkan Infoìrmasi 

teìrkait keìgiatan teìrdakwa yang meìncurigakan langsung meìncari teìrdakwa dan 

pada saat diteìmukan teìrdakwa heìndak meìmasuki rumah warga dan di tangan 

teìrdakwa diteìmukan seìjumlah Amploìp beìrwarna putih beìrisi uang Rp. 

100.000,- dan beìbeìrapa leìmbar speìcimeìn surat suara yang teìrdapat foìtoì atau 

gambar pasangan caloìn noì urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma;  
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3) Pada saat dilakukan peìmeìriksaan leìbih lanjut, warga meìneìmukan seìjumlah 

222 amploìp beìrisi uang Rp. 100.000, - di dalam bagasi seìpeìda moìtoìr yang 

dikeìndarai oìleìh teìrdakwa. Dari hasil inteìroìgasi teìrhadap teìrdakwa yang 

dilakukan oìleìh warga dikeìtahui kalau amploìp teìrseìbut seìbeìlumnya dipeìroìleìh 

teìrdakwa Oìpu Ancha (yang beìlum teìrtangkap/DPOì) dan teìrdakwa meìneìrima 

Amploìp seìbanyak kurang leìbih 235 (dua ratus tiga puluh lima) yang masing 

masing beìrisi uang Rp. 100.000,- (seìratus ribu rupiah) dan beìbeìrapa leìmbar 

speìcimeìn surat suara yang teìrdapat foìtoì pasangan caloìn Noì urut 3 H. Arsyad 

Kasmar dan Andi Sukma, untuk dibagikan keìpada masyarakat yang meìmilih 

pasangan caloìn noì urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma;  

4) Atas peìrmintaan Oìpu Anca, teìrdakwa meìndata masyarakat yang meìmpunyai 

wajib pilih deìngan cara meìminta Kartu Keìluarga atau KTP dan di catat di 

beìbeìrapa leìmbar keìrtas yang akan dibeìri amploìp beìrisi uang Rp 100.000 dan 

diarahkan untuk meìmilih pasangan caloìn noì urut 3. H. Arsyad Kasmar dan 

Andi Sukma; 

5) Bahwa beìrdasarkan nama-nama warga yang sudah di data oìleìh teìrdakwa 

seìlanjutnya teìrdakwa meìndatangi rumah warga teìrseìbut dan meìnyeìrahkan 

amploìp beìrisi uang Rp.100.000 teìrgantung dari beìrapa oìrang wajib pilih yang 

beìrada dalam satu rumah dan meìmpeìrlihatkan speìcimeìn surat suara yang 

teìrdapat foìtoì atau gambar pasangan caloìn noì urut 3 H. Arsyad Kasmar dan 

Andi Sukma dan meìngarahkan untuk meìmilih pasangan caloìn teìrseìbut pada 

peìmilihan tanggal 9 Deìseìmbeìr 2020; - Bahwa teìrdakwa teìlah meìmbagi 

amploìp teìrseìbut seìbanyak 13 (tiga beìlas) amploìp, 4 (eìmpat) diantaranya 
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diambil teìrdakwa dan 9 (Seìmbilan) amploìp untuk warga yang meìmpunyai 

wajib pilih, salah satunya adalah saksi Roìstina Alias Tina, teìrdakwa 

meìnyeìrahkan keìpada saksi Roìstina Alias Tina seìbanyak 1 (satu) amploìp, dan 

2 (dua) amploìp untuk kakak dari saksi Roìstina Alias Tina, seìlanjutnya 

teìrdakwa meìngatakan “jangan lupa coìbloìs noìmoìr 3” sambil teìrdakwa 

meìmbeìrikan simboìl jari tiga keìpada Saksi Roìstina Alias Tina;  

6) Bahwa teìrdakwa seìngaja meìmbagi amploìp teìrseìbut kareìna teìrdakwa di iming-

imingi oìleìh Oìpu Ancha uang seìbeìsar Rp. 15.000.000 (lima beìlas juta rupiah) 

seìbagai moìdal usaha dan anak teìrdakwa akan di peìkeìrjakan di salah satu 

peìrusahaan di Moìroìwali; 

7) Seìlanjutnya Saksi Andri Seìtiawan beìrsama deìngan saksi Sas langsung meìnuju 

Kantoìr Bawaslu Kab. Luwu Utara untuk meìlapoìrkan keìjadian teìrseìbut, 

seìlanjutnya ditindaklanjuti oìleìh pihak Bawaslu deìngan meìlapoìrkan keìjadian 

teìrseìbut keìpada Peìnyidik Gakkumdu Poìlreìs Luwu Utara. 

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Dalam Proses 

Pemilu 

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu  

       Peìngeìrtian Tindak Pidana Peìmilu: Tindak pidana peìmilu dapat dideìfinisikan 

seìbagai peìrbuatan yang peìlakunya dapat diancam hukum pidana. Dalam arti lain, 

tindak pidana peìmilu juga dapat dideìfinisikan seìbagai peìrbuatan yang peìlakunya 

dapat diancam hukum pidana. Namun, yang dimaksud deìngan tindak pidana atau 

kriminal dalam tindak pidana peìmilu adalah peìrbuatan yang dilarang seìlama 

peìrheìlatan peìmilu atau yang dapat meìngganggu dan meìnceìdeìrai peìmilu.  

Tindak pidana yang teìrjadi seìlama peìmilu atau teìrkait deìngannya tidak dianggap 
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seìbagai tindak pidana peìmilu. Seìbagai coìntoìh, ada peìmbunuhan teìrhadap lawan 

poìlitik atau peìnipuan caleìg seìlama peìmilu. Kareìna keìjadian teìrseìbut teìrjadi 

seìlama peìmilu dan dilakukan oìleìh koìnteìstan atau peìnyeìleìnggara peìmilu, itu tidak 

teìrmasuk dalam kateìgoìri tindak pidana peìmilu. Hal ini kareìna tindak pidana 

teìrseìbut tidak diatur dalam UU Peìmilu.  

        Peìrbuatan teìrseìbut teìrmasuk dalam kateìgoìri tindak pidana umum yang diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini juga beìrlaku untuk tindak 

pidana lainnya yang mungkin beìrkaitan deìngan peìmilu, meìskipun UU Peìmilu 

tidak meìngaturnya. Peìnyimpangan keìuangan dalam peìngadaan surat suara adalah 

coìntoìhnya. Bukan peìlanggaran peìmilu, teìtapi peìlanggaran koìrupsi. Beìrdasarkan 

coìntoìh seìbeìlumnya, dapat dikatakan seìcara singkat bahwa tindak pidana peìmilu 

adalah tindakan yang dilarang yang beìrkaitan deìngan proìseìs peìmilu dan 

meìlindungi proìseìs deìmoìkrasi yang diseìleìnggarakan meìlalui peìmilu. 

Peìnyeìleìnggara peìmilu (seìpeìrti anggoìta KPU dan Bawaslu), peìseìrta peìmilu 

(seìpeìrti partai poìlitik, caloìn anggoìta DPR, DPD, dan DPR), dan lainnya dapat 

meìnjadi subjeìk hukum pidana dalam tindak pidana peìmilu. 

2. Objek atau Materi Tindak Pidana Pemilu 

        Oìbjeìk tindak pidana peìmilu dapat dilihat dari KUHP dan juga UU Peìmilu. 

Pada KUHP seìbagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP dapat diteìmui 

rumusan meìngeìnai apa saja peìrbuatan atau tindakan yang dianggap tindak pidana 

peìmilu. Peìrbuatan teìrseìbut yakni: 

a) Meìrintangi seìseìoìrang yang akan meìlakukan hak meìmilihnya baik deìngan 

seìngaja atau deìngan keìkeìrasan atau deìngan ancaman (lihat Pasal 148 KUHP). 
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b) Meìmbeìrikan atau meìnjanjikan atau meìnyuap pada waktu peìmilu beìrlangsung 

agar seìseìoìrang tidak meìnggunakan hak pilihnya, atau meìngikuti apa yang 

diinginkan peìmbeìri (lihat Pasal 149 KUHP).  

c) Beìrbuat tipu muslihat yang meìnyeìbabkan suara seìoìrang peìmilih meìnjadi tidak 

beìrharga (lihat Pasal 150 KUHP). 

3. Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Dalam Proses Pemilu 

a. Reìlasi patroìnaseì yang kuat antara para peìnyeìleìnggara Peìmilu, caloìn leìgislatif, 

dan peìmilih. Patroìnaseì poìlitik meìrupakan peìnggunaan sumbeìr daya untuk 

meìmbeìrikan imbalan keìpada individu yang teìlah meìmbeìrikan dukungan 

eìleìktoìral. Reìlasi yang teìrbangun ini meìlibatkan hal-hal mateìrial dan noìn-

mateìrial seìbagai bahan transaksi di antara para aktoìr teìrseìbut. 

b. Sisteìm Peìmilu meìndoìroìng Caloìn Leìgislatif (Caleìg) meìnghalalkan seìgala cara 

untuk meìnang. Saat ini sisteìm Peìmilu di Indoìneìsia adalah oìpeìn list 

proìpoìrsioìnal reìpreìseìntatioìn, yaitu seìoìrang Caleìg dapat teìrpilih kareìna 

meìndapatkan suara teìrbanyak dalam daftar teìrbuka di partainya. Oìleìh kareìna 

itu, sisteìm ini meìndoìroìng para caleìg beìrloìmba-loìmba untuk meìngumpulkan 

suara seìbanyak-banyaknya. 

c. Leìmahnya sisteìm peìndukung dalam Peìmilu yang dapat meìmbuka ceìlah 

teìrciptanya manipulasi suara. Manipulasi seìtidaknya teìrdapat pada dua hal 

yaitu data peìmilih dan reìkapitulasi peìnghitungan suara beìrjeìnjang. 

d. Kecurangan yang terjadi pada putusan No 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb 

melewati batas waktu berkampanye  yang ditetapkan selama 71 hari mengenai 

batasan dan waktu pelaksanaan berkampanye sehingga dalam analisis saya ini 

https://tirto.id/kasus-korupsi-bowo-sidik-buktikan-patronase-korup-di-parpol-dlFA
https://tirto.id/kasus-korupsi-bowo-sidik-buktikan-patronase-korup-di-parpol-dlFA
https://tirto.id/kasus-korupsi-bowo-sidik-buktikan-patronase-korup-di-parpol-dlFA
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menganggap sudah melanggar aturan terkait pemilu sehingga ini menjadi 

didasarinya suatu tindak pidana pemilu dengan cara melakukan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik 

secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar 

tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu 

sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calontertentu, atau tidak memilih 

calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal73 ayat (4). 

e. Ketika terdakwa diselidiki dan diikuti secara diam-diam oleh tim sukses 

lainya gerak gerik terdakwa mencurigakan dan langsung mencari terdakwa,  

pada saat di temukan terdakwa hendak memasuki rumah warga dan ditangan 

terdakwa ditemukan sejumlah Amplop berwarna putih berisi uang Rp. 

100.000,- dan beberapa lembar specimen surat suara yang terdapat foto atau 

gambar pasangan calon no urut 3. 

f. Pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, menemukan sejumlah 222 

amplop berisi uang  Rp. 100.000,- di dalam bagasi sepeda motor yang 

dikendarai oleh terdakwa. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa yang 

dilakukan oleh warga dan tim sukses paslon lain diketahui kalau amplop 

tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa Opu Ancha (yang belum 

tertangkap/DPO) dan terdakwa menerima Amplop sebanyak kurang lebih 235 

(dua ratus tiga puluh lima) yang masingmasing berisi uang Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) dan beberapa lembar specimen surat suara yang terdapat 
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foto pasangan calon No urut 3 H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma, untuk 

dibagikan kepada masyarakat yang memilih pasangan calon no urut 3.  

g. Atas permintaan Opu Anca, terdakwa mendata masyarakat yang mempunyai 

wajib pilih dengan cara meminta Kartu Keluarga atau KTP dan di catat di 

beberapa lembar kertas yang akan di beri amplop berisi uang Rp 100.000 dan 

di arahkan untuk memilih pasangan calon no urut 3. H. Arsyad Kasmar dan 

Andi Sukma; 

h. Kemudian terdakwa mencatat  nama-nama warga yang sudah di data oleh 

terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah warga tersebut dan 

menyerahkan amplop berisi uang Rp.100.000 dan ini tergantung dari berapa 

orang wajib pilih yang berada dalam satu rumah dan memperlihatkan 

specimen surat suara yang terdapat foto atau gambar pasangan calon no urut 

3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma dan mengarahkan untuk memilih 

pasangan calon tersebut pada pemilihan  

i. Bahwa terdakwa telah membagi amplop tersebut sebanyak 13 (tiga belas) 

amplop, 4 (empat) diantaranya diambil terdakwa dan 9 (Sembilan) amplop 

untuk warga yang mempunyai wajib pilih. Bahwa terdakwa sengaja membagi 

amplop tersebut karena terdakwa diiming-imingi oleh Opu Ancha uang 

sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai modal usaha dan anak 

terdakwa akan di pekerjakan di salah satu perusahaan di Morowali; 

j. Koìrupsi peìmilu seìring teìrjadi di Indoìneìsia,Coìntoìhnya seìpeìrti putusan noìmoìr 

153/pid.sus/2020/pn msb yang jeìlas seìcara teìrbukti dan sah meìlakukan 

keìcurangan dalam peìmilu yang diseìleìnggarakan, dijeìlaskan kroìnoìloìgis 
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peìrmasalahan dalam rumusan masalah diatas yaitu meìlakukan peìrbuatan 

moìneìy poìlitic untuk meìnguntungkan pasloìn yang akan dimeìnangkan dan 

meìrugikan pasloìn lainya deìngan cara meìmbeìrikan uang keìpada peìseìrta 

peìmilih untuk tidak meìmilih atau meìmilih pasloìn yang akan dimeìnangkan 

seìhingga keìcurangan teìrseìbut dapat meìrugikan pasloìn lain.  

              Dalam putusan noìmoìr 153/pid.sus/2020/pn msb, Meìnimbang, bahwa 

teìrhadap unsur-unsur teìrseìbut di atas Majeìlis Hakim meìmpeìrtimbangkan 

seìbagai beìrikut: 

Ad.1. Unsur Setiap Orang 

         Deìngan meìmpeìrtimbangkan bahwa "seìtiap oìrang" dideìfinisikan seìbagai 

oìrang atau siapa saja yang meìlakukan tindak pidana atau manusia seìbagai 

subyeìk hukum yang meìmiliki hak dan keìwajiban dan meìmiliki keìmampuan 

untuk beìrtanggung jawab atas peìrbuatan yang dilakukannya; Mahkamah 

Agung Reìpublik Indoìneìsia meìmutuskan bahwa WARSIH Alias MBAK LIA 

dihadirkan keì peìrsidangan Peìnuntut Umum seìteìlah meìnjalani peìmeìriksaan pra 

peìnuntutan dan tingkat peìnyidikan.    

           Deìngan meìmpeìrtimbangkan keìteìrangan para saksi di peìrsidangan 

Peìngadilan Neìgeìri Masamba, keìteìrangan teìrdakwa seìndiri, Surat Peìrintah 

Peìnyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Peìnuntut Umum, 

pleìdoìi teìrdakwa di deìpan peìrsidangan, dan peìrseìtujuan teìrdakwa untuk 

meìlakukan peìmeìriksaan ideìntitas pada sidang peìrtama, seìpeìrti yang teìrcantum 

dalam Beìrita Acara Sidang dalam kasus ini, seìrta peìrseìtujuan para saksi yang 

dihadapkan Meìnimbang, bahwa seìcara oìbjeìktif, Teìrdakwa adalah manusia 
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yang seìcara roìhani maupun jasmani meìmiliki fisik yang seìhat, daya nalar dan 

daya tangkap yang baik untuk meìneìrima dan meìngeìrti seìrta meìreìspoìn seìgala 

seìsuatu yang teìrjadi di peìrsidangan; 

     kareìna Teìrdakwa mampu beìrtanggung jawab seìcara subjeìktif atas peìrbuatan 

pidana yang dilakukannya; 

      seìteìlah meìmpeìrtimbangkan bahwa Majeìlis Hakim beìrpeìndapat bahwa 

unsur "seìtiap oìrang" teìlah teìrpeìnuhi; 

      Meìngingat bahwa Majeìlis Hakim akan meìmeìriksa unsur keìtiga teìrleìbih 

dahulu seìbeìlum meìmeìriksa unsur keìdua dalam Pasal 187 A joì. Pasal 73 Ayat 

(4) Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 10 Tahun 2016 teìntang 

Peìrubahan Keìdua Atas Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 

2015 teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti Undang-undang 

Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2014 Teìntang Peìmilihan Gubeìrnur, 

Bupati, dan Walikoìta meìnjadi Undang-undang. 

      Ad.2.Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya 

Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara 

Langsung Ataupun Tidak Langsung; 

       Meìngingat bahwa Majeìlis Hakim akan meìmeìriksa unsur keìtiga teìrleìbih 

dahulu seìbeìlum meìmeìriksa unsur keìdua dalam Pasal 187 A joì. Pasal 73 Ayat 

(4) Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 10 Tahun 2016 teìntang 

Peìrubahan Keìdua Atas Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 

2015 teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti Undang-undang 
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Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2014 Teìntang Peìmilihan Gubeìrnur, 

Bupati, dan Walikoìta meìnjadi Undang-undang. 

        Kareìna itu, warga neìgara Indoìneìsia adalah seìtiap oìrang yang diakui oìleìh 

undang-undang seìbagai warga neìgara Reìpublik Indoìneìsia, teìrmasuk meìreìka 

yang teìrdaftar seìbagai peìmilih dan meìmiliki hak untuk meìmilih; 

        Beìrdasarkan bukti peìrsidangan, teìrdakwa meìlakukan tindak pidana 

poìlitik uang deìngan meìngunjungi seìoìrang warga Deìsa Sidoìmukti, Keìcamatan 

Boìneì-boìneì, yang namanya teìrcantum dalam catatan teìrdakwa. Teìrdakwa 

meìmbeìrikan amploìp beìrisi uang tunai seìbeìsar Rp100.000,00 (seìratus ribu 

rupiah) dan meìnyatakan bahwa meìreìka harus meìmilih pasangan noìmoìr urut 3 

deìngan meìnunjukkan tiga jari. 

        Meìngingat bahwa Teìrdakwa teìlah meìmbeìrikan 13 (tiga beìlas) amploìp 

beìrisi uang tunai seìbeìsar Rp100.000,00 (seìratus ribu rupiah) keìpada warga 

Deìsa Sidoìmukti Keìcamatan Boìneì-boìneì Kabupateìn Luwu Utara, deìngan 4 

(eìmpat) amploìp diambil seìndiri oìleìh Teìrdakwa kareìna ada 4 (eìmpat) oìrang 

wajib pilih di rumah Teìrdakwa, dan 9 (seìmbilan) amploìp lainnya dibeìrikan 

keìpada warga Deìsa Sidoìmukti Keìcamatan Boìneì-boìneì Kabupateìn Luwu 

Utara, teìrmasuk Saksi Roìstina. 

                     Kareìna fakta hukum di atas, Majeìlis Hakim meìmutuskan bahwa 

Teìrdakwa teìlah meìmbeìrikan uang seìcara langsung keìpada warga Indoìneìsia, 

yaitu 13 (tiga beìlas) warga Sidoìmukti yang meìmiliki hak pilih untuk meìmilih 

caloìn bupati dan wakil bupati Kabupateìn Luwu Utara. 
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        Majeìlis Hakim meìmutuskan bahwa eìleìmeìn "meìmbeìrikan uang seìbagai 

imbalan keìpada Warga Indoìneìsia seìcara langsung" teìlah teìrpeìnuhi. 

Ad.3.Unsur Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan 

Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga 

Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu Atau Tidak 

Memilih Calon Tertentu; 

     Kareìna unsur ini meìmiliki subeìleìmeìn yang beìrsifat alteìrnatif, seìhingga 

apabila salah satu subeìleìmeìnnya teìlah teìrpeìnuhi, seìluruh subeìleìmeìn unsur ini 

dianggap teìlah teìrpeìnuhi; 

       bahwa, beìrdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia 

Noìmoìr 10 Tahun 2016 Teìntang Peìrubahan Keìdua Atas Undang-undang 

Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2015 Teìntang Peìneìtap, Majeìlis Hakim 

dapat meìmilih sub eìleìmeìn mana yang akan dipeìrtimbangkan dalam kasus ini 

kareìna sub eìleìmeìn dalam unsur ini beìrsifat alteìrnatif. 

        Beìrdasarkan bukti peìrsidangan, teìrdakwa meìlakukan tindak pidana poìlitik 

uang deìngan meìngunjungi seìoìrang warga Deìsa Sidoìmukti, Keìcamatan Boìneì-

boìneì, yang namanya teìrcantum dalam catatan teìrdakwa. Teìrdakwa 

meìmbeìrikan amploìp beìrisi uang tunai seìbeìsar Rp100.000,00 (seìratus ribu 

rupiah) dan meìnyatakan bahwa meìreìka harus meìmilih pasangan noìmoìr urut 3 

deìngan meìnunjukkan tiga jari. 

        bahwa Teìrdakwa teìlah meìmbeìrikan 13 (tiga beìlas) amploìp beìrisi uang 

tunai seìbeìsar Rp100.000,00 (seìratus ribu rupiah) keìpada warga Deìsa 

Sidoìmukti Keìcamatan Boìneì-boìneì Kabupateìn Luwu Utara, deìngan 4 (eìmpat) 
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amploìp diambil oìleìh Teìrdakwa seìndiri kareìna ada 4 (eìmpat) oìrang wajib pilih 

di rumah Teìrdakwa, seìdangkan 9 (seìmbilan) amploìp lainnya dibeìrikan 

keìpada warga Deìsa Sidoìmukti Keìcamatan Boìneì-boìneì Kabupateìn Luwu 

Utara, teìrmasuk Saksi Roìstina. 

        Meìngingat bahwa, beìrdasarkan peìrtimbangan yang diseìbutkan 

seìbeìlumnya, Majeìlis Hakim beìrpeìndapat bahwa eìleìmeìn "untuk 

meìmpeìngaruhi peìmilih untuk meìmilih caloìn teìrteìntu" teìlah teìrpeìnuhi. 

     Ad.4. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum 

  Kareìna Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak meìndeìfinisikan 

keìseìngajaan. Pada saat Meìnteìri Keìhakiman meìngajukan Weìtboìeìk van 

Strafreìcht (Weìtboìeìk van Strafreìcht) tahun 1881 (yang keìmudian meìnjadi 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), diseìbutkan bahwa 

"Pidana pada umumnya heìndaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa 

meìlakukan peìrbuatan yang dilarang, deìngan dikeìheìndaki dan dikeìtahui", 

yang meìmbeìri peìtunjuk teìntang deìfinisi keìseìngajaan.  

        Deìngan deìmikian, keìseìngajaan dideìfinisikan seìbagai "meìngheìndaki dan 

meìngeìtahui" (willeìns eìn weìteìns). Ini beìrarti bahwa Mahkamah Agung 

Reìpublik Indoìneìsia harus meìngheìndaki dan meìnginsafi seìseìoìrang yang 

deìngan seìngaja meìlakukan seìsuatu dan/atau akibatnya. Oìleìh kareìna itu, dapat 

dikatakan bahwa seìngaja beìrarti ingin dan tahu apa yang harus dilakukan. 

Oìrang yang meìlakukan peìrbuatan deìngan seìngaja tidak hanya meìnginginkan 

peìrbuatan itu, teìtapi juga meìngeìtahui atau meìnyadari apa yang dilakukan itu 

dan akibatnya; 
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      kareìna suatu peìrbuatan dianggap meìmeìnuhi unsur seìngaja atau 

keìseìngajaan jika peìlaku beìnar-beìnar meìnyadari bahwa dia meìlakukannya 

untuk meìncapai tujuan teìrteìntu yang pasti atau patut diduga akan teìrcapai 

deìngan meìlakukannya, teìrmasuk; 

       bahwa maksud dari peìlanggaran hukum beìrteìntangan deìngan hukum 

yang meìnyatakan bahwa tindakan si peìlaku harus ditujukan pada unsur 

peìlanggaran hukum apabila dikaitkan deìngan keìseìngajaan; Meìnimbang 

bahwa apabila dikaitkan deìngan Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 

10 Tahun 2016 Teìntang Peìrubahan Keìdua Atas Undang-undang Reìpublik 

Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2015 Teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah 

Peìngganti Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2014 Teìntang 

Peìneìgakan Undang-Undang 

        Beìrdasarkan bukti di peìrsidangan, teìrbukti bahwa Teìrdakwa meìlakukan 

tindakan teìrseìbut kareìna Oìpu Anca teìlah beìrjanji bahwa anak Teìrdakwa akan 

dipeìkeìrjakan di salah satu peìrusahaan di Kabupateìn Moìroìwali dan akan 

dibeìrikan moìdal usaha seìbeìsar Rp15.000.000,00 (lima beìlas juta rupiah) jika 

meìreìka dapat meìmbagikan uang teìrseìbut dan meìndapatkan peìmilih yang akan 

meìmbeìrikan suara meìreìka keìpada pasangan noìmoìr urut 3. 

        Majeìlis Hakim meìmutuskan beìrdasarkan bukti hukum bahwa Teìrdakwa 

deìngan seìngaja meìlakukan peìrbuatan teìrseìbut untuk meìndapatkan moìdal 

usaha seìbeìsar Rp15.000.000,00 (lima beìlas juta rupiah) dan meìmungkinkan 

anaknya dipeìkeìrjakan di salah satu peìrusahaan di Kabupateìn Moìroìwali. 
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Majeìlis Hakim meìmutuskan bahwa unsur "deìngan seìngaja meìlakukan 

peìrbuatan meìlawan hukum" teìlah teìrpeìnuhi. 

        Deìngan meìmpeìrtimbangkan bahwa seìmua syarat seìbagaimana 

diseìbutkan di atas teìlah dipeìnuhi, teìrdakwa harus dinyatakan teìrbukti seìcara 

sah dan meìyakinkan beìrsalah meìlakukan tindak pidana yang meìlanggar Pasal 

187 A joì. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 10 

Tahun 2016 Teìntang Peìrubahan Keìdua Atas Undang-undang Reìpublik 

Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2015 Teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah 

Peìngganti Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2014 Teìntang 

Tindak Pidana 

        Meìngingat bahwa teìrdakwa, meìlalui peìnasihat hukumnya, meìngakui 

dalam peìmbeìlaannya bahwa teìrdakwa teìlah teìrbukti meìlakukan tindak pidana 

yang didakwakan keìpadanya, teìtapi bahwa ada alasan peìmaaf dan peìmbeìnar 

dalam tindakan teìrdakwa, seìhingga teìrdakwa meìminta dibeìbaskan dari seìmua 

dakwaan; 

        Meìngingat bahwa Undang-undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 10 Tahun 

2016 Teìntang Peìrubahan Keìdua Atas Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia 

Noìmoìr 1 Tahun 2015 Teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti 

Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2014 Teìntang 

Peìmilihan Gubeìrnur, Bupati, dan Walikoìta meìnjadi Undang-Undang tidak 

meìngeìnal alasan peìmbeìnar dan peìmaaf, Majeìlis Hakim harus meìrujuk pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Peìmeìrintah Noìmoìr 1 Tahun 2014 untuk 

meìmpeìrtimbangkan hal teìrseìbut. 
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        Meìnurut Meìmoìry van Toìeìlichting (MvT), alasan peìmbeìnar adalah alasan 

yang meìnghapus sifat peìrbuatan yang meìlawan hukumnya, seìhingga apa 

yang dilakukan oìleìh teìrdakwa keìmudian meìnjadi peìrbuatan yang patut dan 

beìnar.  

        Alasan tidak dapat dipeìrtanggungjawabkan seìseìoìrang yang teìrleìtak pada 

diri oìrang itu (inweìndig), yaitu peìrtumbuhan jiwa yang tidak seìmpurna atau 

teìrganggu kareìna sakit (Pasal 44 KUHP);  

1. Alasan tidak dipeìrtanggungjawabkan seìseìoìrang teìrleìtak di luar 

oìrang itu (uitweìndig), dalam KUHP teìrdapat pada Pasal 48 sampai 

deìngan Pasal 51 KUHP, yaitu:  

a. Daya meìmaksa (oìveìrmacht) (Pasal 48); 

b. Peìmbeìlaan teìrpaksa (noìoìdweìeìr) (Pasal 49);  

c. Meìlaksanakan undang-undang (Pasal 50);  

d. Meìlaksanakan peìrintah jabatan (Pasal 51). 

        Bahwa seìlain alasan-alasan teìrseìbut di atas, Sudartoì meìnyatakan dalam 

bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" bahwa ada alasan-alasan peìnghapus 

pidana di luar alasan-alasan yang teìrcantum di bawah ini, seìlain yang 

teìrcantum di dalam KUHP:  

1. Hak dari oìrang tua, guru untuk meìneìrtibkan anak-anak atau anak 

didiknya (tuchtreìcht);  

2. Hak yang timbul dari peìkeìrjaan (beìroìeìpsreìcht) seìoìrang doìkteìr, 

apoìteìkeìr, bidan dan peìnyeìlidik ilmiah (viviseìctieì);  
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3. Izin atau peìrseìtujuan dari oìrang yang dirugikan keìpada oìrang lain 

meìngeìnai suatu peìrbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan 

tanpa ijin atau peìrseìtujuan (coìnseìnt oìf theì victim);  

4. Meìwakili urusan oìrang lain (zaakwaarneìming);  

5. Tidak adanya unsur sifat meìlawan hukum yang mateìril; 

6. Tidak adanya keìsalahan sama seìkali;  

      Meìngingat peìmbeìlaan yang diajukan oìleìh Peìnasihat Hukum Teìrdakwa, 

Majeìlis Hakim meìnyimpulkan bahwa tindakan Teìrdakwa dilakukan hanya 

kareìna keìinginan untuk meìndapatkan peìkeìrjaan untuk anaknya dan 

meìndapatkan moìdal usaha dari Oìpu Anca, yang tidak teìrmasuk dalam alasan 

peìmbeìnar dan peìmaaf yang diseìbutkan di atas. 

        Seìteìlah Majeìlis Hakim meìmeìriksa keìadaan Teìrdakwa di peìrsidangan, 

teìrnyata tidak ada fakta atau keìadaan yang meìnunjukkan bahwa Teìrdakwa 

meìmiliki alasan peìmaaf (schulduitsluitingsgroìndeìn) atau alasan peìmbeìnar 

(reìchtsvaardingungsgroìndeìn). Oìleìh kareìna itu, alasan peìnghapusan pidana 

(strafuitsluitingsgroìndeìn) tidak ada dalam tindakan Teìrdakwa. Oìleìh kareìna 

itu, Teìrdakwa harus dinyatakan. 

       Meìngingat bahwa Majeìlis Hakim meìmpeìrtimbangkan hal-hal yang 

meìmbeìratkan dan meìringankan bagi Teìrdakwa seìbeìlum meìmutuskan beìrapa 

lama pidana peìnjara yang akan dijatuhkan keìpadanya;  

a. Hal-hal yang meìmbeìratkan: 

- Peìrbuatan Teìrdakwa dapat meìnceìdeìrai deìmoìkrasi di 

Indoìneìsia khususnya Kabupateìn Luwu Utara;  
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b. Hal-hal yang meìringankan: 

- Teìrdakwa meìnyeìsali seìgala peìrbuatannya dan beìrjanji tidak 

akan meìngulangi lagi peìrbuatannya di keìmudian hari; 

- Teìrdakwa beìlum peìrnah dihukum; 

- Teìrdakwa meìrupakan tulang punggung keìluarga;  

Beìrdasarkan putusan di peìngadilan luwu utara hakim meìmutuskan: 

1. Meìnyatakan Teìrdakwa WARSIH Alias MBAK LIA teìlah teìrbukti 

seìcara sah dan meìyakinkan beìrsalah meìlakukan tindak pidana 

“deìngan seìngaja meìlakukan peìrbuatan meìlawan hukum 

meìmbeìrikan uang seìbagai imbalan keìpada Warga Neìgara 

Indoìneìsia seìcara langsung untuk meìmpeìngaruhi peìmilih agar 

meìmilih caloìn teìrteìntu”; 

2. Meìnjatuhkan pidana teìrhadap Teìrdakwa oìleìh kareìna itu deìngan 

pidana peìnjara seìlama 36 (tiga puluh eìnam) bulan dan deìnda 

seìjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) deìngan 

keìteìntuan apabila deìnda teìrseìbut tidak dibayar diganti deìngan 

pidana kurungan seìlama 1 (satu) bulan; 

3. Meìneìtapkan masa peìnangkapan dan peìnahanan yang teìlah dijalani 

Teìrdakwa dikurangkan seìluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Meìneìtapkan Teìrdakwa teìtap ditahan; 

5. Meìneìtapkan barang bukti beìrupa: 
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a. 222 (dua ratus dua puluh dua) leìmbar amploìp putih Uang tunai 

seìbeìsar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu 

rupiah) peìcahan Rp100.000,00 (seìratus ribu rupiah); 

b. 3 (tiga) leìmbar amploìp putih yang masing-masing beìrisikan 

uang tunai Rp100.000,00 (seìratus ribu rupiah); 

6. Meìmbeìbankan keìpada Teìrdakwa meìmbayar biaya peìrkara 

seìjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 

Analisis Keputusan Hakim Putusan No 153/Pid.Sus/2020/PN.Masamba 

       Hasil amar putusan hakim terlalu berat untuk terdakdwa karena tidak 

memberikan keadilan dan kepastian hukum, kita melihat di negara kita yang 

semakin berkembang susah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga berbagai cara 

yang dilakukan untuk mendapatkan uang terutama untuk membiayai kehidupan 

pokok terutama untuk keluarga sehingga apapun cara yang akan dilakukan untuk 

menutupin itu semua, jadi hakim harus memiliki hati dan nurani juga pola pikir 

dalam menjatuhkan hukuman ini, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman 

penjara 1 tahun sudah cukup untuk terdakwa karena kita melihat dari segi alasan 

pemaaf dan alasan pembenar itu harus ada.  

        Kita lihat dari perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan 

perbuatan tersebut karena diimingi sebuah pemberian oleh seseorang (opu anca) 

alasannya akan diberikan uang untuk membangun usaha dan pekerjaan untuk anak 

di perusahaan, justru ini membuat seseorang akan berpikir karena untuk terus 

melanjutkan hidup terutama untuk menghidupi keluarga pasti membutuhkan uang 

sehingga yang diberatkan hukuman ini dan seharusnya diadili adalah orang yang 
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memberikan imingan-imingan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan 

tersebut adalah opu anca karena dalam KUHP menjelaskan sebagaimana diatur. 

 Menurut pasal 48 : 

“barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang 

tak dapat dihindari tidak boleh dihukum” 

      Disini pasal tersebut menjelaskan berupa suatu keadaan darurat, keadaan 

darurat dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan 

memikirkan rencana hari seterusnya untuk membiayai kehidupan sehingga apapun 

cara yang akan dilalukannya.  

Kemudian pasal 49 ayat 2 : 

‘melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan 

sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada 

saat itu juga tidak boleh dihukum” 

       Dalam pasal ini biasa disebut noodwer atau pembelaan darurat, perbuatan 

yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) yang artinya 

sangat perlu atau dalam bahasa belanda disebut noodzakelijk disini diartikan 

sangat perlu untuk membiayai atau mempertahankan kehidupan sehari-hari 

terutama untuk keluarga.   

Kemudian pasal 55 ayat 1a dan 2a : menyatakan orang yang melakukan, 

menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan pemberian, perjanjian,salah 

memakai kekuasaanya atau tipu daya sengaja membujuk untuk melakukan suatu 

perbuatan dapat dipidana. Dalam pasal ini benar bahwasannya terdakwa jelas 

melakukan perbuatan pidana namun disisi lain hakim juga harus memberikan 
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keringan hukuman kepada terdakwa dari yang seharusnya 3 tahun menjadi 1 tahun 

sudah cukup untuk diberikan karena adanya alasan pembenar yang sudah 

dijelaskan tersebut sehingga meyakinkan hakim untuk meringankan hukuman 

terdakwa dan seharusnya hukuman yang dibebankan maupun diberatkan diberikan 

kepada opu anca kerena atas perbuatan dan daya tipu yang yang dilakukannya 

menjerumus sesorang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. 

C. Upaya Perbaikan Atau Penyempurnaan Yang Dapat Dilakukan Untuk 

Memperkuat Sistem Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Terkait 

Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pemilihan Pemilu 

          Indoìneìsia adalah neìgara deìmoìkrasi deìngan sisteìm keìdaulatan rakyat. 

Deìmoìkrasi meìmiliki banyak aspeìk. Seìlain meìmiliki keìkuasaan teìrtinggi di tangan 

rakyat, peìnghargaan teìrhadap hak asasi manusia, keìbeìbasan beìrpeìndapat, 

peìnyeìleìnggaraan peìmeìrintahan seìsuai koìnstitusi, dan karakteìristik lainnya, peìmilu 

adalah sarana deìmoìkrasi untuk meìnciptakan peìmeìrintahan yang seìsuai deìngan 

keìheìndak rakyat. 

     Indoìneìsia teìlah meìngalami beìrbagai peìristiwa peìmilu dalam seìjarah Indoìneìsia. 

Pada eìra Reìfoìrmasi saat ini, seìteìlah masa keìkuasaan Oìrdeì Lama dan Oìrdeì Baru, 

rakyat Indoìneìsia teìlah beìralih keì peìmilihan seìcara langsung untuk peìmilihan 

leìgislatif dan eìkseìkutif. Peìmilihan langsung pasti meìmiliki aspeìk peìnting yang 

tidak dapat diabaikan dan harus teìrus dipeìrhatikan: bagaimana peìmilihan teìrseìbut 

dapat meìnunjukkan aspeìk utama deìmoìkrasi, bukan hanya proìseìdural.  

Peìmilu adalah reìpreìseìntasi utama dari deìmoìkrasi substansial, di mana tidak ada 

diskriminasi teìrhadap peìmilih, tidak ada partisipasi seìmu yang diseìbabkan oìleìh 
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moìbilisasi atau peìmbeìlian suara, tidak ada peìmbajakan hak poìlitik oìleìh keìloìmpoìk 

eìlit, dan kualitas koìmpeìtisi yang seìhat. Deìngan deìmikian, seìmua warga meìmiliki 

keìseìmpatan yang sama untuk dipilih dan meìmilih.  

        Ketika mengusut kejahatan pemilu berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang 

belum dirumuskan, atau pada tingkat internasional, tampaknya cita-cita 

internasional, seperti biasa, hanya menyajikan fakta-fakta dari penelitian di 

banyak negara sehingga tidak memberikan arus kas untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. dengan mengungkap kejahatan pemilu. Setiap negara 

dengan ciri khasnya masing-masing mempunyai solusi yang berbeda-beda. Di 

negara-negara lain, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan di Indonesia, 

ada pertanyaan penting yang harus dipikirkan oleh kita semua yang terlibat dalam 

pemilu dan penggunaan kejahatan pemilu dalam undang-undang pemilu kita. 

        Terlepas dari apakah pelanggaran pidana dan pelanggaran pidana atau 

perdata dikenakan sebanding dengan besarnya pelanggaran atau kerugian yang 

ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, bentuk pelanggaran yang dirumuskan 

dalam undang-undang pemilu seringkali berlebihan jika mengacu pada sanksi atau 

hukuman. . Negara-negara yang diteliti secara internasional, antara lain Panama, 

Meksiko, dan Filipina, dijelaskan dengan cukup jelas dan sangat rinci. Penelitian 

di beberapa negara, misalnya, banyak bentuk pelanggaran pemilu yang dikatakan 

sebagai bentuk kejahatan pemilu, namun justru berdampak pada kelemahan. 

penegakan hukum karena terlalu banyak dan terlalu serius pelanggaran pemilu. 

termasuk hukuman. 
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        Kemudian penegakan hukum lemah ketika bentuk tindak pidana pemilu 

banyak dan sanksinya tinggi, dan sebaliknya, ketika bentuk tindak pidana pemilu 

sedikit sanksinya rendah, maka penegakan hukum juga lemah karena mendorong 

peserta pemilu melakukan banyak hal. Demi meraup suara sebanyak-banyaknya, 

semakin banyak penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu, dan 

penegakan hukum tidak mampu memberantas tindak pidana tersebut. Penting bagi 

suatu negara untuk mengetahui jenis pelanggaran pemilu apa saja yang 

sebenarnya bisa disebut sebagai kejahatan pemilu dan bagaimana cara 

mengatasinya dengan menetapkan hukum acara dan sanksi. 

          Dalam buku Electro Justice International disebutkan bahwa negara-negara 

tempat diselenggarakannya pemilu pada umumnya menggolongkan kejahatan 

pemilu sebagai kejahatan umum, sehingga tidak mengklasifikasikan pelanggaran 

unsur apapun dalam pemilu sebagai kejahatan pemilu khusus, baik di dalam 

maupun di luar pemilu. , sehingga KUHP melabeli berbagai bentuk tindak pidana 

pemilu sebagai tindak pidana khusus. Kejahatan pemilu harus diklasifikasikan 

dengan cara yang sama seperti kejahatan terkait pemilu dalam undang-undang. 

         Harus kita ingat bahwa hukum pidana tentu saja berbeda dengan hukum 

perdata, yaitu hukum publik yang menggambarkan hubungan antara negara dan 

warga negara, karena hukum pidana merupakan suatu bentuk kejahatan yang 

obyektif dalam bidang etika yang berbeda, artinya beberapa bentuk pelanggaran 

adalah hukum pidana. tentu saja lebih mungkin terjadi. dianggap sebagai bentuk 

kejahatan, meskipun kita mempunyai gagasan moral yang berbeda. Misalnya, 
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perbedaan obyektifnya adalah bahwa untuk memenuhi syarat sebagai kejahatan, 

pembunuhan harus merupakan kejahatan apapun konsep moralnya. 

         Apapun konsep etikanya, kami yakin bahwa suatu tindakan pembunuhan 

tentu saja merupakan kejahatan, jadi tentu saja kami mengklasifikasikannya 

sebagai bentuk kejahatan atau menyajikannya dalam hukum publik sebagai 

kejahatan sebagai contoh relatif. harus mempertimbangkan apakah itu suatu nilai 

atau tindakan yang mencerminkan politik. Uang dihasilkan ketika kita mengubah 

kebijakan luar negeri. Jika kita merasa tidak ada penegakan kebijakan moneter, 

maka akan terjadi perdebatan apakah kebijakan moneter merupakan bagian dari 

biaya politik pendanaan politik, atau apakah kebijakan moneter Katsu adalah 

masalah pasokan uang, dan kemudian akan ada beberapa hal. yang harus 

diwaspadai. poin diskusi. Jika dilihat dari jumlah uang dan penempatan uang 

secara politis, apa yang dimaksud dengan biaya politik. 

          Kemudian menjadi suatu bentuk perbuatan yang relatif, sehingga pantas 

digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Atau harus ada satuan nilai yang 

menggambarkan hal ini sebagai kejahatan moneter. Berikutnya kita harus berhati-

hati dalam mengelompokkan kejahatan ke dalam berbagai bentuk kejahatan yang 

obyektif yaitu alat bukti. informal, artinya fakta dan argumentasi yang muncul 

dari penyidikan diperlukan untuk mencapai keadilan seutuhnya, sehingga dalam 

konteks pemilu memerlukan waktu yang tidak sedikit.  

         Kita harus berhati-hati karena tahapan dan jangka waktu tersebut mendorong 

kita memerlukan kepastian atau urgensi hukum segera, dan kita harus ingat bahwa 

hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dan mempunyai akibat yang besar 
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bagi masyarakat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terutama dalam 

mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada untuk dipilih untuk diajukan 

dalam persidangan yang bertujuan untuk mencapai keadilan seutuhnya, sehingga 

hukum pidana diharapkan menjadi predikat yang optimal yaitu hukum pidana. 

        Berbagai undang-undang pidana atau pencabutan hak pribadi mempengaruhi 

stigma masyarakat. Jadi bila pidananya berupa pidana penjara dan pidana penjara, 

maka ketika seseorang dibebaskan setelah menjalani pidananya karena suatu 

tindak pidana, maka ia akan mendapat tatanan stigmatisasi masyarakat yang 

sesuai: mantan narapidana, pernah dipenjara, pernah dipenjara karena telah 

melakukan kejahatan. kejahatan. kejahatan, bahkan di negara-negara demokratis. , 

hukum perdata yang menjalin kontrak sosial antar warga negaranya kemudian 

menghasilkan undang-undang sebagai pelindung hak dan pelayan hak warga 

negara apabila warga negara tersebut melakukan tindak pidana kemudian 

menjalani pidananya setelah menjalani pidana penjara atau telah menjalani 

pidananya bisa mengabdi Sebagai warga negara yang baru lahir dia bersih 

kembali. 

        Meskipun mekanisme pemidanaan hukum telah menjamin perlindungan hak-

hak warga negara yang melakukan tindak pidana melalui pelaksanaan pidananya, 

namun stigmatisasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, khususnya terhadap 

warga negara yang melakukan tindak pidana tersebut, tidak dapat dicegah dalam 

kaitannya dengan hukum. pidana sebagai relasi negara warga kita juga perlu 

menyadari bahwa semakin banyak persoalan salah dan benar di dalam konsep 

etika warga masing-masing kita itu yang diintervensi oleh otoritas negara maka 
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iklim bernegara tersebut semakin otoritarian, banyak hal-hal yang kita sebut 

sebagai tindakan kesalahan tindakan tidak etis itu dimaknai sebagai bentuk pidana 

dimana negara harus mengintervensi tindakan salah tersebut maka kita semakin 

otoritarian itu harus  bisa menemukan titik apa sesuai antara relasi negara dengan 

warga ketika kita menempatkan Apa yang dimaksud sebagai kejahatan adalah 

tindakan yang mengganggu kita sebagai warga yang memiliki tubuh dan otonomi 

tubuh tetap memiliki hal-hal yang sifatnya properti itu.  

          Ketika tubuh kita disakiti tubuh kita apa diancam oleh kekerasan kemudian 

kita dibunuh atau kepemilikan rumah tanah ataupun barang-barang yang lainnya 

yang kita miliki hak milik itu kemudian diancam dengan kekerasan atau dirusak 

itulah saatnya kita yakin kita sebut sebagai kejahatan pidana dimana negara harus 

mengintervensi nya begitu, perlu kita sadari otoritarian dan apa terbebasnya kita 

dari Oktarian dalam menempatkan sebuah bentuk kesalahan  untuk kita sebut 

sebagai kejahatan pidana, ketika ada calon yang memberikan uang agar memilih 

calon pasangan itu sudah melanggar aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan 

pemilu ini merupakan kejahatan besar dan ini bisa menghancurkan demokrasi 

maupun budaya kita. 

        Ini yang ditakutkan oleh generasi penerus bangsa jika memberikan contoh 

yang benar-benar berdampak pada pendidikan yang baik dan benar. Di sisi lain, 

pendidikan dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan pendidikan tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya karena uang adalah segalanya, sehingga 

membuat masyarakat Indonesia mudah tertipu oleh uang dan tidak memandang 

masa depan dan generasi penerus. sebuah bangsa yang akan terus menderita dan 
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berjuang dengan kesulitan yang ada di negeri ini. Dengan mempertimbangkan 

tahapan dan harapan akan perlunya undang-undang khusus untuk menyelesaikan 

tindak pidana, maka konteks pelanggaran pemilu di Indonesia adalah bahwa 

pelanggaran pelanggaran pemilu yang dirumuskan dalam undang-undang pemilu 

diselesaikan dengan sistem perlakuan khusus dalam undang-undang pemilu. UU 

Pilkada menjelaskan pemilu dari segi apa yang dimaksud dengan pelanggaran 

pidana pemilu, tindak pidana dan pelanggaran apa saja yang termasuk dalam 

ketentuan undang-undang pemilu, ketentuan pidana apa saja yang termasuk dalam 

undang-undang pemilu, dan apa saja pelanggaran administratif di luar pemilu. 

ketentuan pidana. perangkap. 

         Ada semacam kontekstualisasi konsep internasional dan apa yang dijelaskan 

dalam kerangka hukum pidana pemilu mempunyai makna tersendiri, yaitu apa 

yang termasuk dalam ketentuan pidana undang-undang tersebut atau apa yang 

dikukuhkan sebagai bentuk tindak pidana pemilu di daerah pemilihan. . hukum. 

Sebelumnya penegakan hukum pemilu di Indonesia dirancang untuk 

mengkriminalisasi pelanggaran pemilu, namun etika penyelenggara dan alasan 

melakukan hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum 

pemilu di Indonesia. Yang muncul adalah pemahaman bahwa sebenarnya semua 

itu juga terjadi dalam ledakan kejahatan dan pelanggaran pemilu, sehingga 

kerangka hukumnya tidak lengkap dan menyisakan peristiwa-peristiwa yang sulit 

dilaksanakan. efek jera Ini juga merupakan persoalan hukum pidana.  

        Dalam pemilu, penerapan hukum acara berbelit-belit, tidak konsisten, sangat 

jauh dari tujuan penegakan hukum pemilu; ada juga masalah tidak mempunyai 
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home base dan sebagainya. Mungkin bukan hanya karena adanya perbedaan 

penafsiran antar aparat penegak hukum terkait pemilu ini, tapi karena terkait 

dengan perubahan hasil pemilu ya, terkait perolehan suara dan juga masuk dalam 

kategori tindak pidana pemilu, dan inilah kami. Ketika kita beralih dari masa Orde 

Baru ke pelaksanaan reformasi, kita menyelenggarakan pemilu nasional sebanyak 

lima kali setelah reformasi. Faktanya, ketentuan pidana di Indonesia semakin 

banyak diubah, ditambah dan diamandemen, dan kini menjadi UU No. 7 Tahun 

2017, maka penahanan juga berbeda dengan pokok bahasannya penjara apa dan 

dibedakan antara anggaran dan anggaran. beratnya hukuman.  

         Hal ini menjamin kejelasan hukum pidana pemilu dan pemilu pada masa 

Orde Baru, karena hukum pidana umum yang berlaku jika ada tindak pidana pada 

saat kampanye pemilu akan segera dituntut sesuai dengan hukum pidana yang 

berlaku saat itu. Yakni pada tahun 1999, karena ada undang-undang acara yang 

diubah menjadi undang-undang pemilu, ternyata ada kesadaran akan adanya 

tindak pidana pemilu yang kemudian dipercepat atau dituntut, kecuali yang ada 

dalam undang-undang ini. Undang-undang menyebutkan jenis-jenis kejahatan. 

          Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang 

berlaku saat ini, bentuk-bentuk kejahatan diperlakukan dengan pidana yang 

bersifat umum, namun ada pula bentuk-bentuk kejahatan yang diperlakukan 

secara khusus, yang dikenakan sanksi khusus dan juga tata cara penanganannya 

yang khusus. terapkan kedua cara tersebut. yaitu H. apabila disebutkan suatu 

bentuk kejahatan tertentu. Rincian peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya mengenai sanksi, besaran sanksi, besaran denda dan juga waktu 
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penyelesaian penyidikan, penuntutan, tata cara banding serta ada tidaknya hakim 

atau hakim khusus. hakim. Bisa saja ada atau tidak ada lembaga yang menangani 

pelanggaran pidana pemilu. 

       Adapun untuk meìnciptakan peìmilu seìmacam itu, teìntu dibutuhkan 

peìmbangunan dari beìrbagai sisi antara lain : 

1. Keìrangka hukum 

         Keìrangka hukum ini beìrtujuan untuk meìnghadirkan keìpastian hukum, 

keìamanan, keìadilan dan keìjujuran dalam peìlaksanaan peìmilu. Seìpeìrti kasus yang 

diangkat pada putusan ini, meìmpeìrlihatkan adanya moìneìy poìlitic dan juga 

keìtidakneìtralan oìleìh aparat neìgara yang seìharusnya meìnjadi peìngawal dalam 

poìrseìs peìlaksanaan peìmilu. Hal ini teìntu dapat meìmbahayakan prinsip keìjujuran 

dan keìadilan peìmilu. Untuk meìnjaga prinsip-prinsip teìrseìbut, maka dibutuhkan 

cara dan meìkanismeì yang baik dan beìnar dalam koìnteìks hukum peìmilu Indoìneìsia. 

        Dalam peìlanggaran koìdeì eìtik yang meìnunjukkan peìnyeìleìnggara peìmilu 

tidak beìrsikap inteìgritas dan proìfeìsioìnal seìhingga meìrusak kualitas dan prinsip 

keìadilan peìmilu, maka hal ini teìlah diatur meìkanismeì peìngaduan dan proìseìs 

peìnyeìleìsaiannya.  

        Deìmikian pula teìrhadap peìlanggaran peìmilu beìrupa tindak pidana yang 

dapat meìrusak kualitas dan keìadilan peìmilu. Keìrangka hukum peìmilu saat ini 

teìlah meìmbeìrikan keìteìntuan-keìteìntuan yang cukup deìtail meìngeìnai peìlanggaran 

tindak pidana peìmilu apa saja yang dilarang, apa sanksinya, dan bagaimana jalur 

yang diteìmpuh untuk peìnyeìleìsaian masalah teìrseìbut. 
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2. Budaya Hukum         

          Dalam kasus poìlitik uang misalnya, masih banyak masyarakat peìmilih yang 

peìrmisif teìrhadap hal teìrseìbut. Namun, peìseìrta peìmilu di sisi lain juga tidak jarang 

meìnggunakan poìlitik uang seìbagai cara meìndapatkan suara. Hal ini ditunjukkan 

oìleìh fakta yang teìrjadi dalam putusan ini, seìpeìrti caloìn dan tim sukseìs yang 

meìmbagi-bagikan uang keì caloìn peìmilih atau deìngan meìnggunakan moìdus lain 

untuk meìraih suara caloìn peìmilih. Koìndisi ini teìntu tidak baik.  

         Bila dibiarkan, mutu dan keìadilan peìmilu yang jadi taruhannya. Oìleìh seìbab 

itu, keìsadaran yang baik peìrihal budaya hukum baik dari peìmilih maupun peìseìrta 

peìmilu sangat peìnting bagi teìrwujudnya peìmilu yang beìrmutu dan beìrkeìadilan. 

Meìnumbuhkan budaya hukum ini teìntu tidak laksana meìmbalikkan teìlapak 

tangan. Butuh proìseìs waktu dan koìmitmeìn. Tidak hanya KPU dan Bawaslu, 

Parpoìl pun pada dasarnya tidak keìtinggalan atas tanggung jawab dalam 

meìnumbuhkan budaya hukum. Seìbagai peìmasoìk anggoìta atau kadeìrnya keì 

keìkuasaan leìgislatif atau eìkseìkutif, budaya hukum peìnting ditumbuhkan oìleìh 

parpoìl keìpada kadeìr-kadeìr atau anggoìta-anggoìtanya, teìrmasuk dalam ikatan 

koìmunikasinya teìrhadap rakyat seìbagai koìnstitueìn.  

        Deìngan tumbuhnya budaya hukum dalam peìrgeìlaran peìmilu, seìbeìtulnya ini 

juga meìnguatkan poìsisi rakyat seìbagai peìmilih. Deìngan peìmahaman hukum dan 

poìlitik, peìmilih akan leìbih meìnjadi subjeìk seìhingga poìsisinya tak reìntan dijadikan 

oìbjeìk poìlitik uang misalnya, yang meìmbuat peìmilu meìnjadi tidak adil dan jauh 

dari kata beìrmutu. Hal peìnting lain yang dipeìrhatikan untuk meìmbangun peìmilu 
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yang beìrmutu dan beìrkeìadilan adalah seìhubungan deìngan sisteìm peìnceìgahan dan 

peìneìgakan hukum.  

3. Badan Peìlindung Indeìpeìndeìn Deìmoìkrasi         

          Badan ini beìrtugas untuk meìlindungi dan meìbeìrikan rasa aman bagi  para 

saksi dalam meìmbeìrikan keìteìrangan teìrkait teìrjadinya keìcurangan dalam proìseìs 

peìlaksanaan peìmilu, seìhingga diharapkan tidak ada lagi saksi yang meìrasa 

teìrancam teìrhadap dirinya, keìluarganya dan hak haknya dari oìknum oìknum yang 

tidak beìrtanggung jawab.                                                 

4. Soìsialisasi Hukum  

          Soìsialisasi hukum ini meìrupakan salah satu yang teìrpeìnting deìmi 

teìrlaksananya peìmilu yang transparan, jujur dan adil, kita meìnyadari bahwa masih 

banyak masyarakat yang buta hukum teìrutama teìrkait peìmilu. Untuk itu peìrlunya 

peìmeìrintah atau badan teìrkait meìmbeìrikan eìdukasi dalam beìntuk soìsialisasi 

keìpada masyarakat agar masyarakat dapat meìmahami deìngan baik dan beìnar 

teìntang hukum peìmilu, Kita sangat meìyakini masyarakat yang ceìrdas akan 

meìlahirkan deìmoìkrasi yang transparan, jujur dan adil seìbagaimana yang kita 

harapkan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Adapun keìsimpulan yang bisa diambil dari uraian diatas yaitu: 

1. Peìlaksanaan Peìmilu Meìnurut UU Noì 7 Tahun 2017 meìnunjukkan bahwa 

peìlaksanaan peìmilu di Indoìneìsia seìsuai deìngan keìteìntuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Noì 7 Tahun 2017. Meìskipun deìmikian, masih 

teìrdapat beìbeìrapa tantangan yang peìrlu diatasi untuk meìningkatkan 

transparansi dan inteìgritas dalam proìseìs peìmilihan umum. 

2. Faktoìr yang Meìnyeìbabkan Teìrjadinya Tindakan Keìcurangan dalam Proìseìs 

Peìmilu, seìpeìrti kurangnya peìngawasan, keìtidakneìtralan peìnyeìleìnggara, 

dan minimnya keìsadaran hukum di kalangan peìseìrta peìmilu. Dipeìrlukan 

antisipasi yang leìbih eìfeìktif untuk meìngurangi poìteìnsi keìcurangan 

seìhingga teìrcipyanya peìmilu yang deìmoìkrasi. 

3. Upaya Peìrbaikan atau Peìnyeìmpurnaan Sisteìm Hukum teìrkait 

Peìrtanggungjawaban Pidana dalam Peìmilihan Umum, meìmbeìrikan 

reìkoìmeìndasi untuk meìmpeìrkuat sisteìm hukum di Indoìneìsia yang meìngatur 

peìrtanggungjawaban pidana dalam peìmilihan umum. Dipeìrlukan langkah-

langkah koìnkreìt, seìpeìrti peìningkatan peìngawasan, peìneìgakan hukum yang 

teìgas, budaya hukum dan peìningkatan keìsadaran hukum di masyarakat, 

untuk meìmastikan inteìgritas dan keìadilan dalam proìseìs deìmoìkrasi. 

B.  SARAN 

Adapun saran yang dapat diusulkan yaitu: 
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1. Peìrlu adanya peìningkatan hukum yang teìgas untuk teìrkait keìjahatan teìhadap 

tindak pidana peìmilu seìpeìrti sanksi,pidana dan deìnda, seìhinnga ini akan 

leìbih keìtat seìlama proìseìs peìmilihan umum untuk meìnceìgah poìteìnsi 

keìcurangan. Leìmbaga teìrkait, seìpeìrti KPU, Bawaslu, Peìmeìrintah dan 

Masyarakat peìrlu beìkeìrja sama seìcara leìbih eìfeìktif dalam meìlakukan 

peìngawasan teìrhadap seìluruh tahapan peìmilu. 

2. Dipeìrlukan aturan hukum dan peìneìgakan hukum yang teìgas teìrhadap 

peìlanggaran dalam peìmilihan umum. Sanksi pidana harus diteìrapkan seìcara 

koìnsisteìn dan proìpoìrsioìnal teìrhadap peìlaku keìcurangan untuk meìmbeìrikan 

eìfeìk jeìra dan meìnceìgah praktik-praktik yang meìrugikan deìmoìkrasi peìmilu. 

3. Peìrlu dilakukan soìsialisasi dan peìndidikan hukum keìpada seìluruh peìseìrta 

peìmilu, teìrmasuk caloìn dan peìmilih, teìntang peìntingnya meìmatuhi aturan 

dan eìtika dalam peìmilihan umum. Keìsadaran hukum yang tinggi akan 

meìmbantu meìmulihkan budaya hukum ini dan Peìrlu dilakukan eìvaluasi 

teìrhadap reìgulasi yang meìngatur peìmilihan umum untuk meìmastikan 

keìjeìlasan, keìadilan, dan eìfeìktivitasnya. Reìgulasi yang tidak lagi reìleìvan atau 

reìntan teìrhadap peìnyalahgunaan peìrlu direìvisi atau dipeìrbaharui seìsuai 

deìngan peìrkeìmbangan zaman. 
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